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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingginya kasus cerai 
gugat  di Pengadilan Agama Bulukumba dan relevansi antara sifat 
oportunisme  terhadap cerai gugat serta mengetahui pandangan 
masyarakat terhadap perceraian, Pengadilan Agama Bulukumba dalam 
menekan tingginnya cerai gugat di Pengadilan Bulukumba. 
 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bulukumba dengan 
mengambil data-data di samping wawancara dengan hakim pengadilan 
Agama khususnya wawancara pada beberapa pelaku yang berperkara 
cerai gugat serta beberapa tokoh masyarakat di Bulukumba. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui perceraian 
merupakan perkara yang tertinggi di Pengadilan Agama Bulukumba, 
dengan didominasi oleh cerai gugat. Pada umumnya cerai gugat dipicu 
oleh sejumlah faktor diantaranya karena sifat oportunistik dan ego  
sepihak yang mengakibatkan terganggunya keharmonisan. Disamping itu 
hilangnya rasa tanggung jawab pasangan suami istri, juga menjadi salah 
satu faktor penting pemicu percekcokan yang berujung perceraian.  
 Sementara itu dalam pandangan masyarakat cerai gugat, tidak lagi 
dipandang sebagai sesuatu yang tabu, melainkan justru menjadi solusi 
bagi konflik antara pasangan suami istri. Kendatipun hakim Pengadilan 
Agama, telah melakukan langkah-langkah untuk mendamaikan pihak 
pasangan suami istri yang berperkara tetapi, tidak terlalu menolong dan 
mencapai terjadinya perceraian.  
 Penelitian ini merekomendasikan jika pernikahan adalah institusi  
yang mulia. Karena itu, setiap orang yang hendak melangsungkan 
pernikahan, sedapat mungkin mempersiapkan diri secara matang, baik 







A. Latar Belakang Masalah  
Arus modernisasi telah mengantar manusia ke pintu perubahan yang bereaksi 
ke semua dimensi kehidupan. Namun terkadang manusia tidak lagi mampu memilih, 
memilah dan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan dari arus modernisasi 
ini, manusia kini lebih individualis dan lebih mengedepankan sifat ego yang 
dimilikinya dalam hidup bermasyarakat bahkan telah merasuk ke dalam kehidupan 
rumah tangga yang cenderung melahirkan perselisihan dan percekcokan yang 
berakhir pada suatu perceraian yang tidak seharusnya terjadi.  
Sifat oportunisme yang berlebihan yang dimiliki oleh suami isteri telah 
membawanya kepada kelupaan dan telah banyak mengabaikan tujuan suci dalam 
nilai-nilai luhur yang tersirat dalam sebuah rumah tangga sebagaimana termaknai 
dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan merupakan 
ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia 
dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.1 Dalam Al-Qur'an, ditegaskan pula 
bahwa perkawinan yang suci sebagaimana dalam QS. Ar-Rum   (30): 21.  
 
ْﺣَرَو ًةﱠدَﻮَﻣ ْﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﮭْﯿَﻟِإ اﻮُﻨُﻜْﺴَﺘِﻟ ﺎًﺟاَوْزَأ ْﻢُﻜِﺴُﻔْﻧَأ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻖَﻠَﺧ ْنَأ ِﮫِﺗﺎَﯾاَء ْﻦِﻣَو َﻚِﻟَذ ﻲِﻓ ﱠنِإ ًﺔَﻤ
 ٍمْﻮَﻘِﻟ ٍتﺎَﯾﻵََنوُﺮﱠﻜَﻔَﺘَﯾ 
 
 
                                               





Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.2 
 
Dalam konteks lahir bathin adalah satu kesejahteraan masyarakat dan upaya 
yang dilakukan pemerintah di antaranya membuat produk perundang-undangan yang 
mengatur kehidupan masyarakat seperti masalah perkawinan.3  
Demikian halnya dengan seorang istri sebagai pendamping dan mitra suami 
dalam menjaga keharmonisan rumah tangga pada saat itu telah mengalami dekadensi, 
hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus gugatan cerai yang diajukan oleh para 
istri dengan alasan-alasan yang masih dapat diberikan solusi terbaik dengan jalan 
damai, tetapi dengan sifat oportunisme wanita yang tinggi, sehingga bertahan untuk 
memilih perceraian, sebaliknya para hakim pengadilan telah berupaya untuk 
mendamaikan keduanya biasanya memakai pertimbangan anak.4 
Islam menyadari hal ini, karena membuka kemungkinan perceraian dengan 
jalan cerai gugat dan cerai talak demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan 
kemerdekaan manusia. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika 
perceraian dianggap lebih baik daripada tetap bersatu dalam ikatan perkawinan ini.  
Pada Pengadilan Agama Bulukumba, perkara yang masuk lebih dominan 
adalah cerai gugat, yaitu permohonan  perceraian untuk diajukan oleh istri. Alasan 
                                               
 2Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 
664. 
3Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 1.  
4Departemen Agama, op.cit., h. 951. 
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yang diajukan oleh istri beraneka ragam ; seperti penganiayaan terhadap istri, tidak 
ada tanggung jawab suami (suami tidak memberi nafkah), tidak ada keharmonisan, 
ekonomi, gangguan pihak ketiga/cemburu.  
Jika perceraian (cerai gugat terjadi) dicermati aspek sosial, maka perceraian 
menjadi suatu peristiwa yang tidak manusiawi karena tidak hanya berdampak kepada 
suami istri yang bersangkutan, tetapi cenderung sebagai pemicu timbulnya problema 
sosial.  
Adapun yang disebut sebagai pemicu problema sosial adalah apabila pasangan 
suami istri yang bersangkutan mempunyai anak, maka keturunan itu dapat menjadi 
terlantar dan akibatnya cenderung berperangai bejat sebagai kompensasi untuk 
mendapatkan perhatian dari lingkungan sosialnya.  
Konsekuensi perceraian ini tentunya membawa akibat hukum bagi kedua 
belah pihak di antaranya menyangkut status kedua belah pihak, perwalian anak, harta 
benda dan lebih lagi hubungan keluarga antara kedua belah pihak.5 
Cerai gugat merupakan fenomena dengan dilandasi adanya alasan-alasan 
perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang 
pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan pelaksanaan Instruksi Presiden 
Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 KHI tentang alasan-alasan dalam perceraian 
pasal 116. Dan fenomena-fenomena ini sering dalam masyarakat khususnya di 
Pengadilan Agama Bulukumba, ini dapat dilihat dengan adanya data menunjukkan 
memang banyak terjadi cerai gugat di Pengadilan Agama.6 
 
                                               
 5Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Bandung: PT. Intermasa, 1982), h. 44. 
 6Arto Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. V; Jakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), h. 22.  
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B. Rumusan dan Batasan Masalah  
Berdasarkan latar belakang yang ada, dapatlah dikemukakan sebuah pokok 
masalah yaitu “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tingginya Kasus Cerai 
Gugat di Pengadilan Agama Bulukumba?  Demi terarahnya permasalahan di atas 
akan diberikan sub masalah yang menjadi objek kajian dalam pembahasan 
selanjutnya, yaitu: 
1. Apa faktor penyebab tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan Agama 
Bulukumba? 
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tingginya kasus cerai gugat di 
Pengadilan Agama Bulukumba? 
 
C. Hipotesis 
Dari masalah yang dipaparkan di atas, penulis mengetengahkan jawaban 
sementara yang dinilai kebenarannya akan terlihat lewat penelitian pada pembahasan 
berikutnya: 
1. Sifat ego dan sifat oportunisme bagi manusia merupakan suatu yang kodrati dan 
tidak bisa dipungkiri, hukum Islam pun mengakui akan eksistensi sifat manusia 
itu. Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini, yang berakal budi dan memiliki 
kepribadian serta peradaban, diharapkan mampu menyelaraskan dan beradaptasi, 
di posisi mana dia seharusnya berdiri dan tidak selalu mengharapkan, tanpa 
memperdulikan orang lain, karena ini adalah hal yang  terlarang dalam hukum 
Islam.  
Hukum Islam tetap mengakui adanya sifat oportunisme yang dimiliki oleh 
manusia, tetapi dalam batas yang wajar dan tidak merugikan orang lain. Karena sifat 
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oportunisme memberikan dampak negatif yang lebih besar. Demikian pula dalam 
kehidupan suami istri, sifat oportunisme cenderung membawa kepada jalan yang 
tidak dapat terselesaikan dengan baik bahkan menjadi pemicu atau penyebab 
terjadinya pertengkaran dan perselisihan sehingga kebahagiaan dan kedamaian tidak 
lagi dapat terwujud bahkan menimbulkan perceraian.7 Sifat oportunis dalam sebuah 
rumah tangga terkadang menimbulkan terjadinya penyiksaan dan perlakuan semena-
mena terhadap istri, perselingkuhan yang sering dilakukan banyak suami dan 
kurangnya nafkah lahir bathin. Olehnya itu, Islam dengan sikap membolehkan karena 
inisiatif (tuntutan) si istri telah menyelamatkan keluarga muslim serta tidak 
mengakibatkan anak-anak sengsara disebabkan percekcokan dan pertikaian antara 
ayah dan ibu.8 
2. Pandangan masyarakat terhadap maraknya cerai gugat dewasa ini semakin banyak 
kalangan wanita yang mengalami masalah-masalah yang dilematis dan sangat 
kompleks dalam kehidupan rumah tangganya dan ini ternyata secara psikologis 
akan sangat menekan bathin mereka. Hal ini dibuktikan dengan semakin 
maraknya cerai gugat yang tercatat, perceraian ini tentunya dengan banyak 
pertimbangan yang harus dipikirkan dengan matang karena hal demikian bukan 
hanya menyangkut diri pribadi namun juga keluarga kedua belah pihak dan 
terlebih lagi terhadap anak-anak.  
Seorang istri yang memilih cerai dari calon suaminya tentunya perceraian 
itu tidak saja membawa dampak terhadap kondisi kejiwaan. Namun dampak lain 
perceraian juga, ada pandangan masyarakat terhadap kedua belah pihak yang 
                                               
7op.cit. 
 8Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, 
1993), h. 251. 
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bercerai, dimana pendapat bahwa perceraian sudah merupakan rahasia umum yang 
tidak perlu lagi dipermasalahkan atau menjadi bahan pembicaraan yang baru karena 
perceraian sudah menjadi fenomena yang sering terjadi, dahulu kala perceraian 
memang merupakan hal yang tabu, tetapi sekarang sebagian masyarakat beranggapan 
itu merupakan hal yang biasa.9  
Peranan Pengadilan Agama Bulukumba dalam menghadapi kasus cerai 
gugat itu, mengambil keputusan bukan hanya melalui kesepakatan hakim-hakim yang 
menangani tapi terlebih dahulu memberi nasehat-nasehat hukum dan pandangan-
pandangan akan akibat yang ditimbulkan dari sifat oportunisme itu sehingga 
perceraian dapat berkurang.10 Pada umumnya hakim mengajak dua belah pihak untuk 
mempertimbangkan kembali dampak yang ditimbulkan akibat perceraian, dan 
mengajak kedua belah pihak untuk berdamai, serta memberikan solusi dari masalah 
yang dihadapi yang tidak bisa dipecahkan antara suami istri yang berperkara.11 
 
D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup 
Untuk lebih terarah dan mencegah timbulnya pemahaman dan penafsiran yang 
keliru dalam pembahasan ini, maka penulis perlu untuk memberikan pengertian atau 
definisi dari kata-kata yang dianggap perlu. 
                                               
 9Ihromi, To, Sosiologi Keluarga (Jakarta: Bunga Rampai, 1999), h. 35. 
10Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: 
Yayasan Al-Hikmah, 2000), h. 42. 
11Bambang Marhijianto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, 
1993), h. 136. 
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 Tinjauan berarti12 “pandangan”. Dan Hukum adalah seperangkat peraturan 
tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu Negara atau 
masyarakat yang berlaku dan mengikat seluruh anggotanya  
Oportunisme berarti paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan 
untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang teguh pada prinsip 
tertentu. 
 Hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk 
menerapkan syariat dalam kebutuhan masyarakat13 
 Cerai adalah perpisahan, memutuskan hubungan tidak sebagai suami istri 
lagi.14 Gugat, tergugat mengadukan perkara yang dianggap melanggar hukum.15 Jadi 
cerai gugat adalah perceraian yang terjadi disebabkan oleh suatu gugatan terdahulu 
oleh seorang istri kepada suaminya yang diajukan kepada hakim (pengadilan) 
terhadap suatu perkara karena dianggap melanggar hukum dan diputuskan di depan 
Kantor Pengadilan Agama, yang meliputi tempat kediaman tergugat.16 
Pengadilan agama adalah suatu lembaga (tempat) untuk menyelesaikan 
perselisihan hukum agama atau hukum syara’.17 
Pengertian judul secara keseluruhan membahas tentang “Tinjauan  Hukum 
Islam Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bulukumba”.  
                                               
  12 Nur Kholif Hazim, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Terbit Terang 1994),,h. 
504. 
13 op.cit. 
14Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama  (Jakarta : Pustaka 
Kartini, 1993),h. 253. 
15 Ibid, h. 255  
16 Zain Badjeber, Uu No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Dan Komentar (Jakarta : 
Pustaka Amani 1989)h, 24. 
17 Roihan Rasyid Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta : Raja Grafindo Persada 1998) h. 6  
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa judul 
tersebut dimaksudkan mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh seorang istri 
sehingga mengajukan perkara cerai gugat suaminya pada Pengadilan Agama pada 
periode 2006-2009.  
 
E. Kajian Pustaka  
Pembahasan ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Tingginya Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bulukumba”. Setelah menelusuri 
berbagai referensi yang berkaitan dengan pembahasan ini, penulis menemukan 
beberapa buku, yaitu:  
1. Hukum Islam yaitu sebagaimana yang dikemukakan Prof. Mahmud Shaltut yakni 
peraturan yang ditetapkan Allah atau yang ditetapkan pokok-pokoknya, supaya 
manusia dapat mempergunakan dalam hubungan dengan alam serta hubungannya 
dengan kehidupan.18 
2. Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Al-Khulu (gugat cerai) bagi 
wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa 
karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka 
disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian. 
3. Drs. Ahmad Rofiq, MA. Dalam bukunya Hukum Islam di Indonesia, 
mengemukakan bahwa bila suatu hubungan sudah terjalin dengan ikatan 
perkawinan namun tidak dapat dipertahankan lagi, maka isteri dapat menggugat 
suaminya. 
                                               
18  Syeikh Mahmud Shaltut, Al- Islam Aqidah Wa Syari’ah ( Jakarta : Bumi Aksara1984) h. 1 
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4. Dr  Mesraini menjelaskan dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan 
dengan jelas alasan-alasan terjadinya perceraian. Di antaranya, salah satu pihak 
berzina, penjudi, pemabuk, tidak bisa menjalankan kewajibannya, pertengkaran 
yang terus-menerus, suami melanggar taklik talak. Kalau istri menemukan hal-hal 
tersebut, dia bisa langsung menuntut cerai gugat, 
5. Abdurrahman Al-Jaziriy, Kitab Al-Fiqh al-Mazahib al-Arba’ah menjelaskan 
bahwa apabila suami menganiaya istrinya sehingga menderita, maka istri berhak 
mengajukan cerai 
6.  Abu ‘Ala al-Maududi, dalam bukunya Pedoman Perkawinan dalam Islam 
menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab atas biaya hidup dan nafkah 
istrinya, karena apabila suami tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, 
maka istri berhak meminta cerai.  
Beberapa tinjauan pustaka di atas pada hakekatnya telah memberi gambaran 
penyebab maraknya cerai gugat. Obyek pembahasan penulis ini, sebenarnya telah 
dibahas oleh para ahli di antara teori mereka telah sebagian penulis kemukakan di 
atas. Namun penelitian yang spesifik yang membahas tingginya kasus cerai gugat 
pada Pengadilan Agama Bulukumba. Kalaupun ada menggunakan pendekatan yang 
berbeda. Oleh karena itu, sumber-sumber yang telah penulis ambil relevan terhadap 








F. Metode Penelitian  
Ada beberapa metode penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan ini 
antara lain:  
1. Jenis penelitian bagian ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, 
misalnya; historis, studi kasus, eksploratif, deskriptif, explanative, dan 
sebagainya. 
2. Metode pendekatan. Bagan ini menjelasharus kan perspektif yang digunakan 
dalam membahas objek penelitian. Perspektif yang digunakan harus memiliki 
relavansi akademik dengan fakultas dan jurusan/ program studi yang 
bersangkutan. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam 
lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum ; 
Pendekatan Syar’i yaitu pendekatan yang digunakan dengan jalan 
menghubungkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. 
Pendekatan Yuridis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan jalan 
menunjuk pada aturan-aturan yang berlaku dalam kodifikasi hukum.  
1. Metode pengumpulan data  
Bagian ini mencakup penjelasan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data seperti Observasi, wawancara, dokumen. Selain itu, perlu 
(library research) maupun lapangan(Field Research). Dalam hal penelitian 
lapangan, perlu ditegaskan lokasi penelitian, populasi dan sampel serta proses 
samplingnya. 
2. Metode Pengelolaan dan Analisis Data  
Pada bagian ini , dikemukakan jenis pengolahan dan analisis data yang 
digunakan, yakni metode kuantitatif atau metode kualitatif serta alasan 
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penggunaannya. Jika menggunakan metode kuantitatif, perlu ditegaskan lebih 
lanjut tentang model penyajian data seperti penyajian dalam bentuk tabel atau 
grafik, dan memastikan penggunaan analisis statistik. Jika penelitian model 
kualitatif, perlu ditegaskan teknik analisis dan interprestasi data yang digunakan. 
 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
Penyusunan skripsi ini oleh penulis tersirat tujuan sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya banyak kasus 
cerai gugat di Pengadilan Agama Bulukumba.  
2. Untuk memberi gambaran dan mengetahui pandangan masyarakat mengenai 
permasalahan dalam sebuah rumah tangga yang menyebabkan terjadinya cerai 
gugat serta memberi tambahan pengalaman tentang cara yang harus ditempuh 
dalam menghadapi dan menyelesaikan suatu kasus khususnya cerai gugat di 
Pengadilan Agama Bulukumba.  
Sedangkan kegunaannya meliputi:  
1. Untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum khususnya hukum 
perkawinan yang mengangkut masalah cerai gugat dan memahami penyebab 
terjadinya kasus cerai gugat. 
2. Sebagai bahan motivasi bagi kita dalam berbuat, bertindak dan bereaksi dengan 
masyarakat sesuai dengan ajaran dan tuntutan agama serta akan memberi 
kesadaran kepada keduanya agar terhindar dari perbuatan yang paling dibenci oleh 






PERKAWINAN DALAM ISLAM 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan  
1. Pengertian perkawinan 
Beberapa pengertian tentang perkawinan yang dikemukakan baik para pakar 
maupun dalam hukum Islam, secara komprehensif maka penulis mengangkat 
pendapat berikut: 
a. Menurut Sajuti Thalib, “perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan 
kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih 
mengasihi, tentram dan bahagia”.19 
b. Prof. Dr. H. Mahmud Yunus mengatakan bahwa “perkawinan ialah akad antara 
calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur 
dalam syari'at”.20 
c. Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional 
mengatakan “inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu 
tidak ada nikah ( perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau 
mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak 
perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri 
dengan laki-laki lain “.21 
                                               
 19 Thalib Sajuti, Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978, Jakarta 
kuliah ke III 
 20Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1956), 
h.1  
21Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta, Tinta Mas, 1961. h.61  
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d. Pasal (1) Undang-Undang No. I Tahun 1979 tentang perkawinan menyatakan 
bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. 22 
e. Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan ialah akad yang 
sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan 
melaksanakannya merupakan ibadah”. 23 
Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan 
atau pernikahan ialah ikatan lahir batin bersama dalam suatu rumah tangga yang 
dilangsungkan menurut syari'at Islam. Oleh karena itu, perkawinan menurut ajaran 
Islam ialah suatu ikatan yang di dalamnya terdapat kalimat “ijab” dan “Kabul”. 
Antara dua orang jenis Bani Adam yang saling mencintai, hubungan mereka tidak 
hanya menyangkut jasmaniah tetapi meliputi segala macam keperluan hidup insani 
dalam suatu rumah tangga yang dibina bersama. Dan menunjukkan bahwa 
perkawinan bukan saja merupakan unsur lahiriah (jasmani), akan tetapi juga 
merupakan unsur batiniah (rohani) yang merupakan peranan penting dalam membina 
hubungan suami istri.24 
Perkawinan berarti salah satu asas pokok hidup terutama dalam, pergaulan 
atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu salah satu jalan yang 
mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan, tetapi perkawinan dapat 
                                               
22Republik Indonesia, Undang-undang Perkawinan (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), h. 
5. 
23Idris Ramulyo, Mohd, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 4.  
24Maftuh Ahnan, Rumahku Surgaku (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, t.th), h. 47. 
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dipandang sebagai jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum 
yang lainnya. 
 
2. Dasar hukum perkawinan 
Terlepas dari pendapat imam mazhab, berdasarkan nas-nas, baik Al-Qur'an 
maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslim yang mampu 
untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari sisi kondisi 
orang yang melaksanakan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, 
haram, makruh ataupun mubah 
a. Perkawinan hukumnya wajib  
Apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik jasmani pertumbuhannya 
sudah sangat mendesak untuk menikah sedangkan dari sudut biaya kehidupan telah 
mampu dan mencukupi sehingga kalau dia tidak menikah mengkhawatirkan dirinya 
akan terjerumus kepada penyelewengan melakukan hubungan seksual, maka wajiblah 
baginya menikah. Bilamana dia tidak menikah akan berdosa disisi Allah , sesuai 
dengan kaidah: 
َﻓ ِﮫِﺑ ﱠﻻِإ َﺐِﺟاَﻮﻟْا ﱡﻢِﺘَﯾ َﻻ ﺎَﻣُﺐِﺟاَو َﻮُﮭ 
Artinya:  
“Sesuatu tidak sempurna kecuali dengannya, sesuatu itu hukumnya wajib”. 
Kaidah lain: 
 ِﺪِﺻﺎَﻘَﻤْﻟا ُﻢْﻜُﺣ ِﻞِﺋﺎَﺳَﻮْﻠِﻟ  
Artinya:  
“Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”.25  
                                               
 25Drs. Munni Jamal, MA. Ilmu Fiqh (Cet, II; Jakarta: Pembinaan Prasarana dan Sarana 
Perguruan Tinggi Agama, 1983), h. 60.  
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Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum 
sarana sama dengan hukum pokok yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat. 
 
b. Perkawinan yang hukumnya sunnah. 
Dipandang dari segi pertumbuhan fisik atau jasmani seseorang pria itu 
telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan baginya ada biaya sekedar 
hidup sederhana, maka baginya sunnah untuk melakukan pernikahan andaikata. Dia 
nikah mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum nikah tidak berdosa. Alasan 
menetapkan hukum sunnat itu ialah dari ajaran Al-Qur'an seperti tersebut dalam QS. 
An-Nur ayat 32 yang sebagai berikut: 
 
ِﻣ ُﮫﱠﻠﻟا ُﻢِﮭِﻨْﻐُﯾ َءاَﺮَﻘُﻓ اﻮُﻧﻮُﻜَﯾ ْنِإ ْﻢُﻜِﺋﺎَﻣِإَو ْﻢُﻛِدﺎَﺒِﻋ ْﻦِﻣ َﻦﯿِﺤِﻟﺎﱠﺼﻟاَو ْﻢُﻜْﻨِﻣ ﻰَﻣﺎَﯾَﻷا اﻮُﺤِﻜْﻧَأَوَﻓ ْﻦ ِﮫِﻠْﻀ
ٌﻢﯿِﻠَﻋ ٌﻊِﺳاَو ُﮫﱠﻠﻟاَو 
Terjemahnya:  
Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan 
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.26 
c. Perkawinan yang hukumnya haram 
Bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan 
kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau pria ingin menganiaya wanita atau 
sebaliknya pria/wanita memperolok-olokan pasangannya saja maka haramlah yang 
bbersangkutan itu menikah. Al-Qur'an QS. al-Baqarah Ayat(2): 195 melarang orang 
melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan: 
                                               
26Prof. R. H.A Soenarjo, SH, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah Al-Qur'an, 1971), h. 594. 
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 ...ا ﻰَﻟِإ ْﻢُﻜﯾِﺪْﯾَﺄِﺑ اﻮُﻘْﻠُﺗ َﻻَو ِﺔَﻜُﻠْﮭﱠﺘﻟ ... 
 
Terjemahnya:  
…dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan27 
Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan 
maksud untuk menelantarkan orang lain masalahnya wanita yang dikawini tidak 
diurus hanya agar wanita tidak dapat kawin dengan orang lain. 
d. Perkawinan yang hukumnya makruh  
Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar 
untuk nikah, walaupun belum sangat mendesak tetapi belum ada biaya untuk hidup 
sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-
anaknya, maka makruhlah baginya untuk kawin. Tetapi andaikata kawin juga tidak 
berdosa atau tidak berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah dengan 
pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dia mendapat pahala. 
e. Perkawinan yang hukumnya mubah 
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya tetapi 
apabila tidak melakukannya tidak khawatir untuk berbuat zina dan apabila 
melakukannya tidak akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya 
didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan 
agamanya dan membina keluarga sejahtera, hukum mubah ini juga ditujukan bagi 
orang yang antara pendorong dan hambatannya untuk kawin itu sama, sehingga 
menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan perkawinan, seperti mempunyai 
                                               
 27Terjemahan Al-Qur’an RI 
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keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan; mempunyai kemampuan untuk 
melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.28 
 
B. Asas dan tujuan perkawinan  
1. Asas-asas perkawinan  
Ada beberapa asas atau prinsip menurut ajaran Islam yang merupakan dasar 
perkawinan, asas tersebut antara lain:  
a. Kerelaan, persetujuan dan pilihan 
Inilah salah satu asas dasar dalam melangsungkan perkawinan seseorang 
yang hendak mengarungi hidup berumah tangga harus mengetahui sisi kebaikan dan 
sisi keburukan yang dimiliki oleh calon suami atau istrinya. Sehingga tidak terjadi 
penyesalan paska pernikahan. Hal ini penting, mengingat banyaknya suatu rumah 
tangga yang hancur dikarenakan ketidaktahuan sifat, dan perilaku pasangan 
kesehariannya. 
Oleh karena itu, kerelaan dan kebebasan dalam memilih serta memutuskan 
pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya adalah menjadi asas dasar 
perkawinan. Untuk selama-lamanya  
Sebagaimana dijelaskan, bahwa salah satu tujuan dilangsungkannya 
perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan ini diharapkan orang tua 
untuk melanjutkan cita-cita yang didapat dan dicapai selama hidupnya. Keturunan itu 
adalah sambungan hidup bagi orang tuanya. Orang tua akan mendambakan anak yang 
shale dan shalihah. Yang tentunya akan menjaga nama baiknya, mendoakannya dan 
juga akan merawat dan berbakti kepadanya. 
                                               
28Drs. Munni Jamal, op.cit., h. 62. 
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Tujuan tersebut akan tercapai apabila pasangan suami istri tersebut hidup 
rukun damai dalam rumah tangga, serta tidak terjadi perceraian antara keduanya. 
Inilah yang disebut dengan asas selama-lamanya. Asas ini dimaksudkan agar 
seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus berniat dan bersungguh-
sungguh bahwa perkawinan ini untuk selamanya. Yang terakhir dan hanya maut yang 
akan memisahkan. 
Sekalipun agama Islam tidak mengharamkan perceraian tetapi agama 
Islam menutup segala pintu yang mungkin menimbulkan perceraian atau perkawinan 
untuk waktu-waktu tertentu, seperti: 
1) Tidak menganggap sah jika dalam shigat perkawinan terhadap kata-kata yang 
berarti pembatasan waktu perkawinan 
2) Mengharamkan nikah mutah (nikah sementara)  
3) Mengharamkan nikah muhallil, yaitu yang dilakukan oleh suami kepada istri 
yang telah ditalak tiga.29 
4) Perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah meskipun hal itu 
dihalalkan. Karena kebencian Allah terhadap perceraian inilah, sehingga 
perceraian diusahakan sedemikian untuk tidak terjadi. 
b. Poligami dan monogami 
Poligami adalah seorang laki-laki yang mengawini wanita lebih dari 
seseorang. Keberadaan poligami dalam syari'at Islam ini tidak bisa disangkal lagi 
mengingat begitu jelasnya pernyataan Allah SWT. dalam Al-Qur'an QS.an.Nisa (4); 
(3); 
...َﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِﺈَﻓ َعﺎَﺑُرَو َثَﻼُﺛَو ﻰَﻨْﺜَﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبﺎَﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ًةَﺪِﺣاَﻮ... 
                                               





“…maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga 
atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka 
(kawinilah) seorang saja.30 
Berdasarkan ayat tersebut, telah jelas menerangkan bahwa asas 
perkawinan dalam Islam adalah membolehkan poligami yakni terlihat dua, tiga atau 
empat. 
Meskipun demikian dalam lanjutan ayat tersebut, Allah mengingatkan 
kepada ummat manusia untuk berlaku adil, dan bila tidak berlaku adil, maka 
dianjurkan untuk menikah seorang saja. Ini membuktikan bahwa selain asas poligami, 
asas poligami pun tetap ditekankan oleh Islam dikarenakan sangat sedikit orang yang 
dapat berlaku adil. Baik orang yang berlaku adil dalam nafkah maupun dalam hal 
kasih sayang. 
Keadilan adalah suatu yang abstrak yang sulit untuk diwujudkan suatu 
perkawinan yang poligami. Oleh karena itu monogami menjadi asas yang tidak dapat 
disepelekan dalam Islam sehingga kedua asas tersebut sama-sama ditekankan dan 
dibolehkan oleh Islam. 
Selain syarat adil dalam rumah tangga yang membuktikan asas monogamy, 
adanya pemberatan syarat dan rukun talaq pun menjadi bukti asas tersebut.  
Semua asas yang telah penulis sebutkan di atas, menandakan betapa 
pedulinya Islam terhadap persoalan rumah tangga. Islam mengedepankan keridhaan, 
keadilan dan kedamaian maupun keluarga sejahtera, sakinah mawaddah warahmah. 
 
 
                                               
 30Terjemahan Al-Qur’an R I.  
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2. Tujuan Perkawinan  
Tujuan adalah hal yang amat penting bagi sebuah perbuatan. Dengan 
ditetapkan tujuan yang jelas niscaya sebuah perbuatan akan lebih terarah. Sebaliknya 
tanpa ditetapkan suatu tujuan, niscaya perbuatan itu akan mengambang dan akan 
terasa hambar. 
Seorang laki-laki dan perempuan yang telah dewasa akan merasa terbukti 
kedewasaannya tatkala ia mempunyai hasrat untuk menikah, adanya sikap dan 
perilaku yang dewasa tersebutlah yang menjadikan manusia mampu menentukan dan 
mengarahkan dirinya kepada tujuan-tujuan yang ada dalam benaknya untuk 
merealisasikan dalam bentuk kenyataan.  
Sebagai seorang muslim yang baik maka tujuan, itu tidak terlepas dari apa 
yang telah digariskan dalam Islam. Tujuan yang ditetapkan tetap mengacu pada 
kepentingan Islam yang notabene membimbing manusia ke jalan yang benar, menuju 
kebahagiaan hidup di dunia hingga akhirat, karenanya tujuan yang ditetapkan 
sedikitnya meliputi sebagai berikut: 
a. Untuk memperoleh keturunan  
Suatu rumah tangga tidak akan lengkap rasanya tanpa kehadiran si buah 
hati belahan jiwa, sebagai bukti dari perkawinan yang telah dilangsungkan, sebagai 
hasil dari cinta yang ia curahkan dan sebagai bukti Kemahaperkasaan Allah, yang 
telah menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai pasangan yang akan melanjutkan 
dan umur bumi. 
Sudah menjadi kenyataan bagi kita semua bahwa makhluk hidup 
menjalani proses regenerasi mengembangkan keturunan bagi kelangsungan hidupnya 
pada masa yang akan datang. Satu-satunya cara untuk memperoleh keturunan yang 
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sah adalah melalui pernikahan, agar keturunannya bersih dan jelas siapa ayahnya 
yang sah. Melanjutkan keturunan merupakan salah satu tujuan dari sebuah 
perkawinan yang disyariatkan oleh Allah Swt. Hal ini sesuai dengan maksud dari 
firmannya dalam QS.an-Nahl (16); 72 sebagai berikut: 
 
ًةَﺪَﻔَﺣَو َﻦﯿِﻨَﺑ ْﻢُﻜِﺟاَوْزَأ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻞَﻌَﺟَو ﺎًﺟاَوْزَأ ْﻢُﻜِﺴُﻔْﻧَأ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻞَﻌَﺟ ُﮫﱠﻠﻟاَو ﺎَﺒﱢﯿﱠﻄﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻗَزَرَو 
ِﻞِﻃﺎَﺒْﻟﺎِﺒَﻓَأ َنوُﺮُﻔْﻜَﯾ ْﻢُھ ِﮫﱠﻠﻟا ِﺔَﻤْﻌِﻨِﺑَو َنﻮُﻨِﻣْﺆُﯾ 
 
Terjemahnya: 
Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, 
dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka 
beriman kepada yang bathil dan mengingkari ni`mat Allah?".31 
 
Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas fungsi dan eksistensi keturunan 
dan menghidupkan bumi hingga kiamat kelak. Dan memperbanyak keturunan sebagai 
pelanjut generasi, yang akan mewarisi harta kita, yang akan merawat kita tak kala tua, 
dan bahkan banyak yang mengungkapkan bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga 
tidak lengkap tanpa kehadiran anak dan cucu. Apalagi dalam memperbanyak generasi 
Islam yang akan membela Islam dikala dihujat dan akan menegakkan ketika banyak 
orang yang berusaha meninggalkannya. Begitupula yang akan menceritakan anak 
cucunya dan kepada orang tuanya yang telah meninggal dunia dan berkalang tanah. 
b.  Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat 
Salah satu tujuan yang harus dirumuskan oleh pasangan suami istri adalah 
menghindarkan dari perbuatan maksiat. Mengingat banyaknya godaan-godaan nafsu 
                                               
31Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2000), h. 412. 
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yang ditimbulkan akibat membujang yang terlalu lama, atau karena nafsu syahwat 
yang telah menguasai dirinya, maka menjadi suatu hal yang wajib bagi seorang 
muslim untuk melangsungkan perkawinan. 
c. Mewujudkan keluarga sakinah 
Keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, atau keluarga yang tentram, 
penuh cinta kasih dan mendapatkan rahmat Allah adalah wujud keluarga yang 
memang diamanatkan oleh Allah dan tentunya menjadi dambaan bagi setiap muslim 
Tujuan perkawinan tersebut di atas, Allah menjelaskan dalam QS. Ar-Ruum (30): 21 
sebagai berikut: 
 
ْﺣَرَو ًةﱠدَﻮَﻣ ْﻢُﻜَﻨْﯿَﺑ َﻞَﻌَﺟَو ﺎَﮭْﯿَﻟِإ اﻮُﻨُﻜْﺴَﺘِﻟ ﺎًﺟاَوْزَأ ْﻢُﻜِﺴُﻔْﻧَأ ْﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َﻖَﻠَﺧ ْنَأ ِﮫِﺗﺎَﯾاَء ْﻦِﻣَو َﻚِﻟَذ ﻲِﻓ ﱠنِإ ًﺔَﻤ
َنوُﺮﱠﻜَﻔَﺘَﯾ ٍمْﻮَﻘِﻟ ٍتﺎَﯾﻵ  
 
Terjemahnya:  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.32 
 
Dengan memperhatikan ayat tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 
tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan sakinah yakni merasakan ketenangan 
yang diikat dalam rasa kasih sayang dan cinta mencintai. 
Lahirnya anak-anak dari perkawinan ini dapat menambah besarnya kasih 
sayang dan cinta akan sulit diperoleh manakala perkawinan tidak didasari atas 
                                               
32Departemen Agama RI, op.cit., h. 644 
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keinginan leluhur keduanya, atau mereka belum sama sekali belum siap untuk 
berumah tangga, baik fisik maupun mental. 
d. Untuk mengamalkan dan menegakkan syari'at Islam  
Islam melarang utamanya membujang terus menerus, tetapi Allah 
memerintahkan umatnya agar melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, 
tanpa paksaan agar dapat mengatur hidup antara laki-laki dan perempuan sesuai 
dengan fitrah manusia. 
Sebagaimana firman Allah Q.S. An-Nisa (4): 3 
 
َﻓ َعﺎَﺑُرَو َثَﻼُﺛَو ﻰَﻨْﺜَﻣ ِءﺎَﺴﱢﻨﻟا َﻦِﻣ ْﻢُﻜَﻟ َبﺎَﻃ ﺎَﻣ اﻮُﺤِﻜْﻧﺎَﻓ ﻰَﻣﺎَﺘَﯿْﻟا ﻲِﻓ اﻮُﻄِﺴْﻘُﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧ ْنِإَو ْنِﺈ
َﻤْﯾَأ ْﺖَﻜَﻠَﻣ ﺎَﻣ ْوَأ ًةَﺪِﺣاَﻮَﻓ اﻮُﻟِﺪْﻌَﺗ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔِﺧاﻮُﻟﻮُﻌَﺗ ﱠﻻَأ ﻰَﻧْدَأ َﻚِﻟَذ ْﻢُﻜُﻧﺎ 
 
Terjemahnya:  
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau 
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat 
kepada tidak berbuat aniaya.33 
 
Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa melaksanakan perkawinan itu 
berarti mengamalkan dan menegakkan ajaran Islam. Bahkan nabi sendiri memberikan 
amanah bagi umat yang mampu untuk kawin, lalu tidak melaksanakannya, maka 
tidak termasuk golongan Rasul. 
Inilah tujuan yang paling utama yang sebenarnya mendapat perhatian 
khususnya bagi setiap calon suami dan istri, hidup berkeluarga adalah ajaran yang 
                                               
 33Ibid., h. 115. 
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disuruhkan oleh Islam, maka tujuan berumah tangga adalah untuk melaksanakan 
seruan Islam itu sendiri, sehingga pernikahan yang akan dilakukan akan mendapatkan 
pahala yang besar di sisi Allah swt. 
Menurut M. Ali Hasan mengidentifikasikan tujuan perkawinan dalam 4 
hal: 
1. Untuk menentramkan jiwa 
2. Mewujudkan (melestarikan keturunan) 
3. Memenuhi kebutuhan biologis 
4. Latihan memikul tanggung jawab. 
 
C. Rukun dan Syarat Perkawinan 
Perkawinan merupakan ikatan (Mistaqan Ghalidzan) dimana di dalamnya 
bukanlah suatu yang biasa dianggap main-main, dan bukanlah suatu berantakan dan 
merugikan. Olehnya itu , orang hendak melangkah dan menuju pelaminan, maka ia 
harus mempersiapkan diri secara matang, baik matang secara fisik maupun mental. 
Olehnya itu, seorang yang hendak melangsungkan pernikahan, maka ia harus 
memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh aturan hukum dalam 
kaitannya dengan orang yang berada di Indonesia, maka ia harus mengikuti ketentuan 
undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam yang merupakan manifestasi 
dari hukum Islam itu sendiri. 
Selain itu penulis juga akan mengemukakan syarat dan rukun yang menurut 




Agar suatu perkawinan menjadi sah hukumnya, dalam kompilasi hukum Islam 
pasal 14 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 
1. Calon suami 
2. Calon istri 
3. Wali nikah 
4. Dua orang saksi 
5. Ijab Kabul.34 
Adapun untuk syarat perkawinan menurut Sumiati adalah: 
1. Telah balik dan mempunyai kecakapan yang sempurna 
2. Berakal sehat 
3. Tidak karena paksaan, artinya harus berdasarkan suka sama suka antara kedua 
belah pihak. 
4. Wanita yang hendak dikawini oleh seorang pria bukan salah satu macam wanita 
yang haram untuk dikawini.35 
Menurut Sayyid Sabiq, ada dua syarat yang harus dipenuhi sehingga 
perkawinan dianggap sah, yakni: 
1. Perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang menjadikannya istri, jadi 
perempuan itu bukan muhrim baik haram untuk sementara maupun untuk 
selamanya. 
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi, saksi tersebut harus memenuhi syarat sah 
persaksian.36 
                                               
 34Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Dirjen Binbapera, 
2000), h. 18 
 35Sumiati, Hukum Perkawinan Islam dan UUP (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 30.  
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Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat satu dan dua yang 
menyatakan bahwa syarat perkawinan adalah: 
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai  
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun 
harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan dalam pasal 7 menyebutkan 
bahwa: 
a. Perkawinan hanya diijinkan bila pria sudah mencapai umur 19 tahun dan 
mempelai wanita berumur 16 tahun. 
b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi 
kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak 
pria maupun wanita. 
c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua 
tersebut dalam pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini berlaku juga dalam hal 
permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal dengan tidak mengurangi yang 
dimaksud pasal 6. 
Secara rinci rukun-rukun perkawinan beserta syarat-syaratnya penulis uraikan 
sebagai berikut37, antara lain: 
1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya: 
a. Beragama Islam  
b. Laki-laki 
c. Jelas orangnya 
                                                                                                                                      
36Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 6 Alih Bahasa oleh Drs. Moh. Thalib (Cet. III; Bandung: 
PT. Al-Ma’arif, 1998), h. 78.  
37Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 
71-72, Lihat pula Kitab-kitab fiqih lain baik kitab fiqh klasik maupun mutaakhirin.  
27 
 
d. Dapat memberikan persetujuan 
e. Tidak terdapat halangan perkawinan 
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya: 
a. Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani (dalam hal ini ulama masih berbeda 
pendapat tentang kebolehan mengawini wanita beda agama, namun sebagian 
besar ulama membolehkan mengawini wanita ahli kitab. 
b. Perempuan 
c. Jelas orangnya 
d. Bisa dimintai persetujuan (bisa dengan kata-kata atau dengan isyarat) 
e. Tidak terdapat halangan pernikahan (bukan muhrim) 
3. Wali nikah, syarat-syaratnya: 
a. Laki-laki 
b. Dewasa 
c. Mempunyai hak perwalian 
d. Tidak terdapat halangan perkawinan 
4. Saksi nikah syarat-syaratnya 
a. Minimal dua orang laki-laki 
b. Hadir dalam ijab dan Kabul 
c. Dapat memahami maksud akad nikah 
d. Beragama Islam 
e. Dewasa  
5. Ijab Kabul, syarat-syaratnya 
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai 
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c. Memakai kata-kata nikah atau tazwij atau semakna dengan itu 
d. Antara ijab dan Kabul bersambungan. 
e. Antara ijab dan Kabul jelas maknanya 
f. Orang yang terkait ijab dan Kabul tidak sedang ihram atau haji/umrah 
g. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu calon 
mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 
dua orang saksi.38 
Pendapat tersebut di atas merupakan rukun dan syarat perkawinan yang 
merupakan rangkuman dari berbagai kitab fiqh yang membahas tentang perkawinan, 
kalaupun terdapat perbedaan, maka perbedaan itu hanya pada tataran furu’ atau 
cabang. 
Selain rukun dan syarat-syarat tersebut, ada sebuah kewajiban berupa “mahar” 
atau maskawin yakni pemberian sejumlah uang atau barang yang wajib diberikan 
oleh mempelai pria kepada mempelai wanita. Ia tidak menentukan sah tidaknya 
perkawinan karena itu ia bukan rukun dari perkawinan, tetapi wajib dibayarkan 
walaupun tidak ditentukan jumlah dan waktu pembayarannya. 
Bagi umat Islam, perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai dengan 
hukum Islam. Suatu akad nikah perkawinan sah apabila memenuhi syarat dan rukun 










TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN 
 
A. Pengertian dan Dasar Hukum Perceraian 
1. Pengertian Perceraian  
a. Menurut Bahasa  
Perceraian dalam istilah ahli fikih disebut at-talaq atau furqah. Talaq berarti 
membuka ikatan, membatalkan perjanjian. Furqah berarti perceraian lawan 
berkumpul.39  
Menurut Imam Taqiyuddin bahwa thalaq menurut bahasa adalah melepaskan 
dan membiarkan lepas. Oleh karena itu, dikatakan unta yang lepas. Artinya unta yang 
dibiarkan tergembala kemana saja di kehendaki.40  
Dalam kaitannya tersebut Abdul Ar-Rahman Al-Jazry telah mengemukakan 
bahwa thalaq menurut bahasa “Membuka ikatan baik ikatan seperti ikatan kuda atau 
ikatan tawanan ataupun ikatan ma’nawi seri ikatan nikah”.41  
b. Menurut Istilah  
Pengertian thalaq menurut syara’ adalah sebagaimana dikemukakan oleh 
beberapa ulama antara lain:  
 
 
                                               
39Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 
1974), h. 144.  
40Lihat al-Imam Taqiyuddin Husnen Ibnu Bakr, Kifayatul Akhyar, Jilid II (Mesir: Syarikat 
Maktabah, t.th), h. 84.  
 41Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab Al-Fiqh Ala Mazahibil Arbaah, Juz IV (Mesir: Dar al-Fikr, 
1976), h. 278.  
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1) Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa:  
“Thalaq menurut syara’ ialah melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri 
tali perkawinan suami istri”.42  
2) Al-Imam Taqiyuddin telah mengemukakan sebagai berikut:  
“Thalaq menurut syara’ ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah 
dan thalaq itu adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan 
itu sebagai kata melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang thalaq berdasarkan 
al-kitab, as-sunnah dan ijma ahli agama dan ahlu sunnah”.43 
3) Abdurrahman al-Jaziry mengemukakan bahwa:  
“Talaq itu adalah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi 
pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu”. 44 
Lebih lanjut dikatakan oleh Abdurrahman al-Jaziry bahwa yang 
dimaksud dengan menghilangkan ikatan pernikahan adalah mengangkat 
pernikahan itu sehingga tidak lagi istri itu bagi suaminya (dalam hal kalau 
terjadi thalaq tiga). Yang dimaksud dengan mengurangi pelepasan pernikahan 
adalah berkurangnya hak thalaq bagi suami (dalam hal kalau terjadi thalaq 
raj’i) kalau suami menthalaq istrinya dengan thalaq satu, maka masih ada 
thalaq tiga, kalau dua, tinggal satu thalaq, kalau sudah thalaq tiga, maka hak 
thalaqnya menjadi habis.45 
 
 
                                               
42Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid II (Kuwait: Dar al-Bayan, 1971), h. 206.  
 43al-Imam Taqiyuddin Husnen Ibnu Bakr, loc.cit. 




Dan di dalam kompilasi hukum Islam telah dirumuskan bahwa:  
“Thalaq adalah ikrar suami istri di hadapan sidang pengadilan agama yang 
menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.46 
Menurut Subekti bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan 
dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan 
itu.47 
Happy Marpaung menyatakan bahwa pembubaran suatu perkawinan 
ketika pihak-pihak dengan berdasarkan pada alasan-alasan yang dapat 
dilancarkan serta ditetapkan dengan suatu keputusan hakim.48  
Jamil Latief mengemukakan bahwa kata perceraian disebut furqah 
yang berarti putusnya ikatan perkawinan. Selanjutnya perceraian merupakan 
malapetaka dan hanya dapat dibenarkan penggunaannya dalam keadaan 
darurat agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Sehingga 
perceraian adalah pintu daruratnya perkawinan guna keselamatan bersama.49 
Berdasarkan pengertian thalaq menurut para ahli di atas, terdapat 
rumusan satu sama lain berbeda. Namun perbedaan perumusan pengertian 
thalaq tersebut, akan didapati suatu unsur yang merupakan hakekat dari 
seluruh pendapat, yakni: thalaq adalah ikatan tali perkawinan dari suami 
kepala istrinya. Dan dapat pula disimpulkan bahwa perceraian adalah 
putusnya ikatan perkawinan, atau batalnya suatu ikatan perkawinan melalui 
                                               
 46Anonim, Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum Kompilasi Hukum Islam, 
Rader I (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknik Yustisial Mahkamah Agung RI, t.th), t.h.  
47Subekti, Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 62.  
 48Happy Marpaung, Masalah Perceraian, Alasan dan Akibat Perceraian (Bandung: Tonis, 
1983), h. 15.  
49Jamil Latief, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia, 1982), h. 40.  
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putusan hakim, hal tersebut karena adanya permohonan atau gugatan salah sat 
pihak dari perkawinan.  
2. Dasar Hukum Perceraian  
Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam 
pasal 1 bahwa:  
Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 
wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa.  
Dalam hal ini menurut penulis menegaskan bahwa dalam melakukan 
perceraian benar-benar sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri kemelut rumah 
tangga hendaknya dianggap sebagai pintu darurat artinya rumah tangga tersebut tidak 
ada harapan lagi untuk diteruskan.  
Abdul Manan menyatakan bahwa manusia dalam berinteraksi satu sama lain 
dalam kehidupan sering menimbulkan bentrok/konflik. Konflik ini adakalanya dapat 
diselesaikan secara damai, tetapi adakalanya menimbulkan ketegangan yang terus 
menerus sehingga menimbulkan kerugian pada kedua belah pihak. Agar dapat 
mempertahankan hak masing-masing pihak itu tidak melampaui batas-batas dari 
norma yang ditentukan maka perbuatan sekehendak sendiri haruslah dihindari. 
Apabila para pihak merasa hanya terganggu dan dirugikan, maka ia dapat 






Muhammad Syakir mengemukakan bahwa:  
“Perceraian dalam hukum Islam merupakan upaya terakhir setelah upaya 
yang lain tidak berhasil untuk merukunkan kembali suami istri yang 
mengalami konflik”.50 
Pada bagian 1 Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 dan ada Bab IV bagian 11 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, secara khusus diatur hal-hal yang berkenan 
dengan pemeriksaan sengketa perkawinan yang menjalankan dengan sengketa 
perceraian.  
Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian 
dengan mengajukan khulu’, sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami 
untuk menceraikan istrinya dengan jalan thalaq.  
Dasar hukum disyariatkannya khulu’ ialah firman Allah QS. al-Baqarah ayat 
229:  
 َﻻَوِﺧ ْنِﺈَﻓ ِﮫﱠﻠﻟا َدوُﺪُﺣ ﺎَﻤﯿِﻘُﯾ ﱠﻻَأ ﺎَﻓﺎَﺨَﯾ ْنَأ ﱠﻻِإ ﺎًﺌْﯿَﺷ ﱠﻦُھﻮُﻤُﺘْﯿَﺗاَء ﺎﱠﻤِﻣ اوُﺬُﺧْﺄَﺗ ْنَأ ْﻢُﻜَﻟ ﱡﻞِﺤَﯾ ﱠﻻَأ ْﻢُﺘْﻔ
َو ﺎَھوُﺪَﺘْﻌَﺗ َﻼَﻓ ِﮫﱠﻠﻟا ُدوُﺪُﺣ َﻚْﻠِﺗ ِﮫِﺑ ْتَﺪَﺘْﻓا ﺎَﻤﯿِﻓ ﺎَﻤِﮭْﯿَﻠَﻋ َحﺎَﻨُﺟ َﻼَﻓ ِﮫﱠﻠﻟا َدوُﺪُﺣ ﺎَﻤﯿِﻘُﯾ ﱠﺪَﻌَﺘَﯾ ْﻦَﻣ
َنﻮُﻤِﻟﺎﱠﻈﻟا ُﻢُھ َﻚِﺌَﻟوُﺄَﻓ ِﮫﱠﻠﻟا َدوُﺪُﺣ 
 
Terjemahan:  
“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu 
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat 
menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya 
(suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak 
ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu 
                                               
50Muhammad Syakir, Putusnya Perkawinan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan (Jakarta: 
BP-4 Pusat, 1974), h. 19.  
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melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka 
itulah orang-orang yang zalim”.51 
 
Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas menggambarkan bahwa walaupun 
perceraian itu dibenarkan akan tetapi perceraian tersebut haruslah dilaksanakan di 
depan sidang pengadilan. Dalam hal suami atau istri yang ingin melakukan, terlebih 
dahulu harus memasukkan permohonan cerai thalaq (suami yang akan menggugat 
istri) dan cerai gugat (istri yang menggugat cerai suami) ke pengadilan agama; tetap 
mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Akan tetapi bila kedua belah pihak 
sudah tidak mungkin lagi didamaikan, maka pengadilan yang bersangkutan dapat 
menceraikan melalui putusan pengadilan.  
 
B. Bentuk-bentuk dan Alasan-alasan Perceraian serta Prosedur dalam Gugatan 
Cerai  
1. Bentuk-bentuk perceraian  
Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami 
merujuk kembali pada bekas istrinya, maka thalaq dibagi menjadi dua, yakni:  
a. Thalaq Raj’i  
Thalaq raj’i adalah thalaq yang dijatuhkan suami kepada istrinya baik 
disetujui oleh bekas istrinya atau tidak disetujui.52 
Dalam pada itu, Mahmud Yunus telah mengemukakan bahwa thalaq raj’i 
ialah thalaq yang oleh suami boleh rujuk kembali, seperti talak satu dan talak dua 
                                               
 51Dr. Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh II (Cet. II; Jakarta: Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi 
Agama Islam, 1983), h. 251-252.  
 52Lihat Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan 
Bintang, 1974), h. 162.  
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yang tiada disertai dengan iwadh dari pihak istri. Suami yang menjatuhkan talak 
satu dan dua, boleh rujuk kembali kepada istrinya dengan tiada perlu perkawinan 
yang baru, asal istrinya itu masih dalam masa iddah.53 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa talak raj’i ialah talak satu atau 
thalaq dua, yang oleh suami boleh rujuk kembali.  
Jamaluddin Al-Qasimiy mengemukakan bahwa “نﺎﺗاﺮﻣ” adalah bilangan-
bilangan  talak  mempunyai  hak suami untuk menalak atau merujuk kembali.54 
Adapun hukum talak raj’i ialah tidak menghalangi, kesempatan seseorang 
suami untuk bersenang-senang dengan istrinya. Karena talak raj’i belum melepaskan 
ikatan perkawinan dan tidak menghilangkan hak suami untuk memiliki istrinya. 
Talak raj’i belum melepaskan ikatan perkawinan meskipun itu menyebabkan 
perceraian, tetapi tidak berpengaruh selama perempuan itu dalam iddah dan akibat 
hukum talak baru timbul lepas dari iddah.  
Apabila iddah telah habis tanpa rujuk, istri menjadi bain bagi suami. 
Demikianlah hukumnya, karena talak raj’i tidak menghalangi kemungkinan 
beristimta’ suami istri. Apabila salah seorang suami atau istri telah meninggal 
masing-masing menjadi ahli waris selama iddah berakhir, dan nafkah juga masih 
dibayar oleh suami.55 
 
 
                                               
53Lihat H. Muhammad Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 
1979), h. 122.  
 54Lihat Kamal Mukhtar, op.cit., h. 162. 
55Lihat Mahmud Yunus, op.cit., h. 123.  
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b. Talak bain  
Talak bain adalah talak yang ketiga atau talak yang jatuh selama suami 
istri hubungan kelamin, atau talak yang jatuh sebelum tembusan khuluk.56 Talak 
bain terbagi atas dua bagian yaitu:  
1) Bain sugra (bain kecil)  
Bain kecil adalah suami menjatuhkan talak satu atau dua kepada 
istrinya dengan menerima uang iwadh dari istrinya, sehingga suami tidak 
boleh lagi rujuk kepada istrinya kecuali dengan perkawinan baru.57  
Hukum talak bain kecil ialah melepas tali perkawinan setelah talak 
dijatuhkan. Apabila talak itu sudah melepaskan perkawinan maka orang yang 
sudah ditalak itu menjadi asing bagi orang yang mentalaknya, karena suami 
istri tersebut sudah tidak halal lagi beristimtak. Salah satu pihak tidak lagi 
menjadi ahli waris pihak lainnya apabila salah satu pihak meninggal dunia. 
Baik dalam masa iddah maupun setelah lewatnya masa iddah.58  
2) Bain kubra (besar)  
Bain besar adalah talak tiga yaitu suami yang menjatuhkan talak tiga, 
yaitu suami. Suami yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, tiada boleh 
ruju’ kembali kepada bekas istrinya itu, kecuali telah kawin dengan laki-laki 
lain, serta bersetubuh dan habis waktu iddahnya.59 
                                               
56Lihat H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah, diterjemahkan oleh Agus Salim, Risalatun Nikah 
Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 204.  
57Ibid., h. 207.  
58Lihat Al-Hamdani, op.cit., h. 208. 
59Lihat Mahmud Yunus, op.cit., h. 123. 
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Hukum talak bain besar ialah mengakibatkan bubarnya perkawinan 
seperti bain kecil. Akibat-akibat hukumnya sama, tetapi dengan talak bain 
besar, suami tidak halal lagi mengawini bekas istrinya sebelum istrinya 
tersebut dikawini oleh laki-laki lain dengan nikah sah dan sudah berhubungan 
kelamin secara hakiki.60 
Sebagai dasar tersebut, firman Allah swt. dalam QS. Al-Baqarah (2): 
230 sebagai berikut:  
 َحﺎَﻨُﺟ َﻼَﻓ ﺎَﮭَﻘﱠﻠَﻃ ْنِﺈَﻓ ُهَﺮْﯿَﻏ ﺎًﺟْوَز َﺢِﻜْﻨَﺗ ﻰﱠﺘَﺣ ُﺪْﻌَﺑ ْﻦِﻣ ُﮫَﻟ ﱡﻞِﺤَﺗ َﻼَﻓ ﺎَﮭَﻘﱠﻠَﻃ ْنِﺈَﻓ ْنَأ ﺎَﻤِﮭْﯿَﻠَﻋ
َنﻮُﻤَﻠْﻌَﯾ ٍمْﻮَﻘِﻟ ﺎَﮭُﻨﱢﯿَﺒُﯾ ِﮫﱠﻠﻟا ُدوُﺪُﺣ َﻚْﻠِﺗَو ِﮫﱠﻠﻟا َدوُﺪُﺣ ﺎَﻤﯿِﻘُﯾ ْنَأ ﺎﱠﻨَﻇ ْنِإ ﺎَﻌَﺟاَﺮَﺘَﯾ 
 
Terjemahnya:  
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka 
perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami 
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak 
ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin 
kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-
hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum 
yang (mau) mengetahui.61 
 
Al-Maraghi telah mengemukakan bawa ayat tersebut mengandung 
pengertian bahwa apabila seorang suami mentalak istrinya sesudah talak kedua, maka 
suami tersebut tidak berhak lagi kembali kepadanya, kemudian jika bekas istrinya 
pernah kawin dengan orang lain, dalam pengertian lain yang sesungguhnya, dimana 
suami yang kedua pernah mencampurinya atau menggaulinya.62 
                                               
60Lihat Al-Hamdani, op.cit., h. 209. 
61Departemen Agama RI, op.cit., h. 56. 
62Lihat Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Jilid II (Mesir: Mustafa al-Babi Al-
Halabi, 1966), h. 96.  
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Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa talak jika ditinjau dari ada 
atau tidaknya kemungkinan suami merujuk kembali kepada bekas istrinya, maka talak 
dapat dibagi dua yaitu:  
a) Talak raj’i, adalah talak yang oleh suami dapat ruju’ kembali selama masa 
iddah dan  
b) Talak bain, adalah talak yang tiada boleh suami rujuk kembali pada bekas 
istrinya, melainkan harus melakukan perkawinan baru.  
Maka talak dapat dibagi sebagai berikut:  
a. Talak sunni, ialah talak yang sesuai dengan talak yang disunnatkan, atau 
talak yang jatuh menurut ketentuan syara’, yakni suami menceraikan istri 
yang sudah pernah dicampurinya dengan satu talak pada waktu sunni dan 
tiada mencampuri di waktu suci.63 
b. Talak bid’i ialah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan 
dengan tuntutan sunnah, yakni:  
1) Talak yang dijatuhkan terhadap istri pada waktu haid baik di 
permulaan haid maupun di pertengahannya, juga ketika istri nifas.  
2) Talak yang dijatuhkan terhadap istri dalam keadaan suci tetapi pernah 




                                               
63Lihat Al-Hamdani, op.cit., h. 194. 
64Para ulama telah mengemukakan bahwa talak bid’i adalah haram hukumnya, lebih lengkap 
lihat Departemen Agama RI, Ilmu Fiqhi, Jilid II (Jakarta: Direktorat Jenderal Departemen Agama 
1985), h. 228.  
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2. Alasan-alasan Perceraian  
Alasan-alasan perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 
diatur dalam Pasal 19, KHI (Pasal 116), yakni:  
a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 
sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya  
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.  
d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekejaman berat yang 
membahayakan pihak lain.  
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri  
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup atau rukun lagi dalam rumah tangga 
g. Suami melanggar taklik talak  
h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan 
dalam rumah tangga.65 
Alasan-alasan tersebut dapat dijadikan fundamentum petendi bagi cerai 
talak yang diajukan oleh suami dengan alasan pada huruf (g), sedangkan bagi cerai 
gugat, seluruh alasan itu dapat dijadikan sebagai fundamentum petendi oleh istri.  
                                               
65Abdurrahman, Himpunan Perundang-undangan tentang Perkawinan (Jakarta: Akademi 
Presindo, 1986), h. 94. 
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3. Prosedur dalam Gugatan Cerai  
Dalam perkara cerai gugat yang bertindak sebagai penggugat adalah istri, 
sedangkan suami ditempatkan pada posisi tergugat. Dengan demikian, masing-
masing pihak telah memiliki jalur tertentu dalam upaya menuntut perceraian. Jalur 
suami melalui upaya cerai talak dan jalur istri melalui cerai gugat.  
Mengenai tata cara perceraian dalam bentuk cerai gugat diatur dalam 
Pasal 30 sampai Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 132 sampai Pasal 148, khusus bagi istri yang melangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam bagi juga diatur dalam pasal 30 dan Pasal 31 
keputusan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1989.66  
Adapun tata cara secara kronologis adalah sebagai berikut:  
a. Pengajuan gugatan 
Gugatan perceraian diajukan oleh suami istri atau istri atau kuasanya 
pada Pengadilan Agama, dimana tergugat bertempat tinggal. Selain itu, 
gugatan perceraian dapat pula diajukan kepada pengadilan agama di tempat 
tinggal penggugat dalam hal sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 20 ayat 
(2) dan (3) Pasal 21 ayat (1).  
Namun dengan berlakunya Undang-undang Peradilan Agama Nomor 
7 Tahun 1989, maka gugatan perceraian mengalami perubahan, yakni tidak 
diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 
tergugat sebagaimana dalam hal gugatan perceraian diajukan oleh istri dalam 
peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tetapi demi melindungi pihak istri, 
                                               
66Drs. H. M. Hasyim Hamja, SH, Diktat Hukum Acara Peradilan II (t.th), h. 8.  
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maka gugatan cerai diajukan ke pengadilan agama yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman penggugat.67 
b. Pemanggilan  
Pemanggilan para pihak dalam hal pemeriksaan gugatan cerai, 
tenggang waktu, dan cara pemanggilan diatur sebagai berikut: 
1) Setiap kali diadakan sidang yang memeriksa gugatan cerai, baik 
penggugat maupun tergugat atau kuasanya akan dipanggil untuk 
menghadiri sidang pengadilan tersebut.  
2) Pemanggilan dilakukan oleh jurusita baik pada Pengadilan Negeri maupun 
Pengadilan Agama, yang disampaikan kepada baik penggugat maupun 
tergugat dan juru sita tidak menjumpai mereka, maka panggilan 
disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu.  
3) Panggilan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 
(tiga) hari sebelum sidang dimulai, khusus bagi tergugat panggilan 
dilampirkan dengan surat gugatan  
4) Jika ternyata tempat tinggal tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau 
tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, gugatan ditempelkan pada 
papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkannya melalui satu 
atau lebih surat kabar atau mass media yang ditetapkan oleh pengadilan.  
5) Pengumuman melalui surat kabar atau mass media tersebut dilakukan 
sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman 
pertama dengan yang kedua. Sedangkan tenggang waktu antara panggilan 
                                               
 67Dra. H. A. Mukti Arto, SH, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Cet. IV; 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 59.  
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atau pengumuman kedua dengan persidangan, paling kurang 3 (tiga) 
bulan.  
6) Seandainya penggugat bertempat tinggal di luar negeri maka pengadilan 
disampaikan melalui perwakilan Indonesia setempat.68 
c. Persidangan  
1) Paling lambat 30 hari sejak gugatan diterima oleh pengadilan agama, 
maka hakim mengadakan pemeriksaan gugatan perceraian termaksud. 
Kecuali bagi tempat tinggal tergugatnya tidak jelas atau tidak diketahui 
atau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, persidangan ditetapkan 
paling kurang tiga bulan sejak pemanggilan atau pengumuman terakhir 
dilakukan. Begitu pula tergugat yang ada di luar negeri, persidangan 
ditetapkan paling kurang 6 (enam) bulan sejak dimasukkan gugatan 
perceraian.  
2) Dalam sidang pemeriksaan gugatan perceraian penggugat maupun 
tergugat harus datang menghadiri sidang atau mewakilkan pada kuasanya 
sebab ketidakhadiran salah satu pihak setelah pemanggilan berulang kali 
dapat berakibat:  
- Gugatan gugur dalam hal penggugat tidak hadir  
- Gugatan tidak diterima dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir, 
kecuali gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan  
Dalam hal penggugat maupun tergugat meninggal dunia sebelum sidang 
dimulai, atau sebelum ada putusan, maka gugatan perceraian itu menjadi 
gugur. 
                                               
68Drs. Khairil R. M.H. Administrasi Peradilan Agama (Diktat, t.th), h. 28.  
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3)  Mula-mula hakim yang memeriksa gugatan perceraian akan berusaha 
mendamaikan para pihak, usaha perdamaian ini tidak hanya terbatas pada 
sidang pertama, sebagai lazimnya perkara perdata melainkan setiap saat 
sepanjang perkara perdamaian belum putus  
4) Dalam usaha mendamaikan kedua belah pihak, pengadilan bahkan dapat 
meminta bantuan kepada orang tua atau badan lain yang dianggap perlu. 
Ada dua kemungkinan hasil usaha ini, yaitu:  
- Apabila tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perceraian itu 
dihentikan, kemudian para pihak tidak dapat mengajukan gugatan 
perceraian berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang telah diajukan 
sebelum perdamaian jika kemudian keduanya ingin bercerai lagi 
- Apabila perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan gugatan 
perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup.  
5) Selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara para pihak dapat 
menahan terlebih dahulu:  
- Agar keduanya tidak tinggal satu rumah  
- Pemberian nafkah yang harus ditanggung oleh suami.  
- Penentuan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan barang-
barang yang menjadi hak bersama, atau barang-barang yang menjadi 
hak suami atau istri.69 
d. Putusan  
1) Putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang 
tertutup. Putusan tersebut dapat berupa:  
                                               
 69Drs. H. A.Mukti Arto, SH, op.cit., h. 86.  
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- Gugatan akan ditolak jika dinilai tanpa hak atau tidak beralasan  
- Gugatan akan diterima jika tergugat yang meninggalkan salah sat 
pihak selama dua tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang 
sah atau hal lain di luar kemampuannya menyatakan atau 
menunjukkan sikap tidak mau lagi ke tempat tinggal bersama 
- Gugatan akan diterima jika gugatan itu disertai dengan lampiran 
kekuatan hukum yang pasti dalam perkara pidana yang dijatuhi 
hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih.  
- Gugatan akan diterima jika ternyata hakim berpendapat bawa sebab-
sebab perselisihan dan pertengkaran itu benar-benar berpengaruh dan 
prinsipil bagi kebutuhan kehidupan suami isteri.  
2) Terjadinya perceraian beserta akibat-akibatnya terhitung sejak pendaftaran 
putusan perceraian dalam daftar pencatatan pada Kantor Catatan Sipil oleh 
pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung 
sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan 
hukum yang tetap.  
Panitera pengadilan agama segera setelah perkara perceraian itu 
putus menyampaikan salinan putusan tersebut kepada suami istri atau 
kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang 
bersangkutan.  
3) Selanjutnya panitera pengadilan berkewajiban mengirim sehelai salinan 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai 
kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi atau tempat 
tinggal istri untuk didaftar atau dicatat. Bagi yang beragama Islam, 
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panitera pengadilan memberikan keterangan kepada kedua belah pihak 
atau kuasanya yang menerangkan bahwa utusan telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya kedua belah pihak atau kuasanya 
dengan membawa surat keterangan tersebut datang kepada PPN dimana 
isteri bertempat tinggal, untuk mendapatkan kutipan buku pendaftaran 
cerai. Setelah itu panitera pengadilan agama memberi suatu catatan dalam 
ruang yang telah disediakan pada kutipan akta nikah yang bersangkutan 
bahwa mereka telah bercerai.  
4) Jika terjadi perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda ada 
pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan 
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau telah 
dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepadanya untuk dicatat 
Dan bagi perkawinan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada 
pegawai pencatat nikah di Jakarta.  
Apabila cerai gugat dihubungkan dengan hukum acara, cerai gugat benar-
benar murni bersifat contentios karena adanya sengketa-sengketa dalam cerai gugat 
yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian, terdapat dua pihak 
sebagai subjek perdata yaitu isteri sebagai pihak penggugat dan suami sebagai pihak 
tergugat. Oleh karena itu, pemeriksaan cerai gugat bersifat kontradiktoir.70 
Apabila dalam persidangan pertama tidak tercapai perdamaian, hakim 
akan melanjutkan pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum. Pemeriksaan 
perkara perceraian dalam sidang tertutup merupakan pengecualian azas umum bahwa 
semua pemeriksaan perkara harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum.  
                                               
70Ibid., h. 314 
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Pada dasarnya dalam setiap persidangan hakim diberi kesempatan untuk tetap 
memberikan nasehat kepada para pihak untuk kembali rukun membina rumah tangga 
yang sakinah. Pintu perdamaian tetap terbuka bagi para pihak hingga sebelum 
putusan akhir dijatuhkan. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.  
Putusan perkara cerai talak maupun cerai gugat apabila salah satu pihak 
merasa tidak puas, putusan tersebut dapat dibanding, atau melakukan verzet apabila 
putusan tersebut diputus secara verstek. Putusan lewat 14 hari sejak putusan 
diucapkan atau sejak putusan disampaikan kepada tergugat dan cara para pihak tidak 
ada yang mengajukan banding atau verzet, maka putusan tersebut telah berkekuatan 
hukum tetap.71 
 
C. Cerai Dalam Pandangan Hukum Islam  
Pandangan Hukum Islam terhadap cerai, Kata cerai bukanlah mainan dan 
bukanlah pula kata yang sepele yang tidak menimbulkan pengaruh, karena sering kali 
kata cerai dapat menghancurkan kehidupan seorang istri, dan rumah tangga muslim. 
Oleh karena itu hendaklah suami istri dapat memelihara lisannya dari kata-kata itu, 
dan tidak mengucapkan kecuali setelah dipikirkan dengan baik dan didasari dengan 
baik bahwa tidak ada jalan lain yang lebih baik dilakukan kecuali perceraian, sebagai 
jalan keluar yang terakhir yang dapat dilakukan. Dalam hal ini Rasulullah bersabda: 
 
(دداو رواه أبو )( لاق طأ إلى الله لحلال بغض 
 
 
                                               




               Barang halal yang sangat dibenci Allah ialah Talak (perceraian). (HR. 
Abu Dawud).72 
 
Menurut hukum Islam dikhianati juga bisa dijadikan alasan dalam perceraian, 
karena hal tersebut dapat membuat pasangan suami istri merasakan hilangnya rasa 
kepercayaan, diliputi kegelisahan dan hilangnya rasa kasih sayang sehingga tujuan 
dari sebuah perkawinan tidak lagi tercapai, yaitu kehidupan rumah tangga yang 
sakinah, mawaddah wa rahmah 
Namun kenyataannya banyak terjadi dalam kehidupan berkeluarga timbul 
masalah-masalah yang mendorong seorang istri melakukan gugatan cerai dengan 
segala alasan. Fenomena ini banyak terjadi dalam media massa, sehingga diketahui 
khalayak ramai. Yang pantas disayangkan, mereka tidak segan-segan membuka 
rahasia rumah tangga, hanya sekedar untuk bisa memenangkan gugatan. Padahal, 
semestinya persoalan gugatan cerai ini harus dikembalikan kepada agama, dan 
menimbangnya dengan Islam. Dengan demikian, kita semua dapat ber Islam dengan 
kaffah (sempurna dan menyeluruh)berbagai macam prosedur atau mekanisme terlibat 
dengan mana perceraian itu ditekan lebih rendah daripada seandainya tidak ada pola 
tersebut. 
Pandangan dan tambahan pada hubungan antara latar belakang sosial dan 
perceraian. Satu ialah kecenderungan kuat untuk bercerai jika perkawinan itu terjadi 
pada usia yang muda (15 sampai 19 tahun). Yang lainnya ialah tidak disetujuinya 
perkawinan itu oleh sanak dan teman-teman dan perbedaan pendapat antara suami 
dan istri sehubungan dengan kewajiban peran mereka bersama, tekanan sosial dari 
                                               
72 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Kitab Thalaq, Bab Tafrihu Abwabu at Thalaq, Dar 
alFikr,BeirutLibanon, t.t. hadits no. 2179 
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sanak dan teman-teman dan tentu saja, banyak faktor ketergesaan. Karena bagian dari 
sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan yang kongkrit dan dapat 
diperiksa dari luar, dalam kelakuan kognitif yang efektif dan dalam dasar 
materilnya.73 
 Pandangan hukum Islam bahwa perceraian itu menurut hukum agama itu 
perbuatan halal yang dibenci Allah. Bahkan perceraian itu lebih banyak  atas  
permintaan pihak istri. hal yang biasa pada semua masyarakat, hal itu menunjukkan 
adanya derajat pertentangan yang tinggi antara suami istri dan memutuskan ikatan 
yang semula mengikat dua keturunan keluarga. Hal itu mengakibatkan pula persoalan 
penyesuaian diri yang sulit bagi orang-orang tua dan anak-anak yang bersangkutan. 
Karena itu sekalipun pada masyarakat dengan angka perceraian yang tinggi, tidak ada 
persetujuan kuat terhadap perceraian.  
Sebaliknya sosiologi adanya elemen lain dalam masyarakat atau keluarga 
yang ada hubungannya dengan kegagalan sosialisasi yang tidak cukup. Orang tua 
yang alpha tidak dapat menjadi model peran yang memuaskan bagi anak-anaknya 
atau berlaku sebagai sumber tambahan kekuasaan untuk menekankan penyesuaian 
kepada peraturan-peraturan sosial, maka kegagalan berakhir tentu saja perkawinan 
putus karena perceraian. Ini dapat berakibat pada kenakalan pada saat dewasa. 
Rupanya kegagalan peran dalam rumah tangga karena perceraian mempunyai akibat 
yang lebih merusak terhadap anak-anak.74 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memandang 
perceraian antara suami dan istri dimana terjadi konflik-konflik dalam rumah tangga 
                                               
73Ahmad Ali, Kajian Empiris terhadap Hukum (Jakarta: Yasrib Watampone, 1998), h. 11 
74William J Goode, op.cit., h. 206. 
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yang mengakibatkan perceraian, dalam hal ini ada kaidah-kaidah hukum yang 
mengaturnya. Namun pun pada kenyataannya tidak semua sisi kehidupan diatur dan 
harus diselesaikan oleh hukum, tapi hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial 
suatu masyarakat khususnya pada perceraian. 
Jika perceraian (cerai gugat terjadi) dicermati aspek hukum Islam, maka 
perceraian menjadi suatu peristiwa yang tidak manusiawi karena tidak hanya 
berdampak pada suami istri yang bersangkutan bahkan cenderung sebagai pemicu 
problema sosial, dalam artian apabila pasangan suami isteri yang bersangkutan 
mempunyai anak, maka keturunan itu dapat menjadi terlantar dan akibatnya 
cenderung berperangai bejat sebagai kompensasi untuk mendapatkan perhatian dari 
lingkungan sosialnya. Konsekuensinya perceraian ini tentunya membawa akibat 
hukum bagi kedua belah pihak di antaranya menyangkut status kedua belah pihak, 











                                               




ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINGGINYA KASUS 
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA 
 
A. Relevansi Antara Kasus Cerai Gugat dengan Sifat Oportunisme dalam Sebuah 
Perkawinan  
Dalam sudut pandang agama Islam perkawinan merupakan sarana yang 
dihalalkan bagi sepasang manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam 
pergaulan suami istri sekaligus bertujuan untuk memenuhi harapan agar dapat 
memperoleh keturunan juga sebagai sarana untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih 
sayang antara suami istri.  
Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal dapat diartikan 
dapat diartikan bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu atau 
jangka waktu yang tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau 
selama-lamanya dan tidak boleh diputus begitu saja. Islam memandang dan 
menjadikan perkawinan sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur. Sebab 
perkawinan tidak hanya dipertuliskan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga oleh ikatan 
tertulis.76 
Namun dalam realitasnya seringkali perkawinan kandas di tengah jalan, 
seperti halnya fenomena perceraian yang banyak terjadi khususnya cerai gugat yang 
merupakan perkara terbanyak di wilayah Bulukumba. Bahwa berbagai faktor atau 
relevansi sifat oportunisme yang berpengaruh sehingga sebuah perkawinan tidak 
dapat dipertahankan lagi dan terjadilah perceraian dalam sebuah rumah tangga. 
                                               
 76 Moh Idris Ramulyo, , Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1999/2002), h. 11.  
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Berbagai alasan atau karena sifat ego yang dikemukakan oleh kedua belah pihak 
sehingga tidak terhindarkan lagi adanya perceraian.  
Patut disadari bahwa hubungan perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, 
sebab seperti kita ketahui bahwa dalam perkawinan terdiri dari dua orang yang hidup 
dan tinggal bersama di mana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, 
sifat oportunisme atau ego serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda 
satu sama lain, kedua belah pihak terkadang saling bertolak belakang karena egonya 
dan kadang-kadang terjadi salah paham antara suami istri, akibatnya ini bisa 
memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidaktentraman yang dirasakan oleh 
semua anggota keluarga.  
Sudah menjadi kenyataan bahwa banyak perkawinan yang berakhir dengan 
perceraian, ini erat hubungannya dengan sifat oportunisme atau ego yang dimiliki 
oleh suami istri tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan semula tak dapat dicapai 
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang 
Maha Esa. Sebaliknya menjadi sumber malapetaka yang menimpa bukan hanya 
suami istri tetapi anak-anak dan keluarga kedua belah pihak.  
Terjadinya perceraian yang relevansinya karena sifat oportunisme itu sendiri 
seringkali membawa teka-teki yang harus dipertanyakan dalam masyarakat, dalam 
hal ini pihak suami istri yang bercerai, apakah berdampak negatif atau positif dalam 
hubungan sosial di masyarakat wilayah setempat.   
Adanya sifat oportunisme atau ego dalam sebuah perkawinan yang cenderung 
memicu timbulnya perceraian hendaklah sebagai tindakan terakhir setelah segala 
daya upaya dilakukan guna perbaikan kehidupan perkawinan dan ternyata tidak ada 
jalan lain kecuali dengan perceraian.  
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Demikian halnya  seorang istri sebagai pendamping dalam mitra suami dan 
menjaga keharmonisan sebuah perkawinan dalam rumah tangga pada saat itu telah 
menjalani dekadensi, hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus gugatan cerai yang 
diajukan oleh para istri dengan alasan-alasan yang masih dapat diberikan solusi 
terbaik dengan jalan damai, tetapi dengan sifat oportunisme yang dimiliki wanita 
sangat tinggi dan berlebihan yang membawanya kepada kelupaan dan telah banyak 
mengabaikan tujuan suci dalam nilai-nilai luhur yang tersirat dalam rumah tangga, 
sehingga bertahan untuk memilih perceraian, sebaliknya para hakim pengadilan telah 
berupaya untuk mendamaikan keduanya biasanya memakai pertimbangan anak.77 
Dalam suatu perkawinan jarang dapat kita temui perkawinan yang sedari awal 
sampai akhir hanya berjalan dengan mulus sebagaimana suatu pasangan itu 
diikrarkan dan didoakan pada upacara pernikahan agar menjadi suatu pasangan yang 
sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram, cinta dan kasih sayang). Sedikitnya tentu 
ada cekcok atau silang selisih  yang boleh jadi disebabkan karena kekhilafan, beda 
pendapat, hal ini sebenarnya bukan merupakan cacat perkawinan, melainkan cekcok 
yang terjadi itu kadang menjadi bumbu dalam perkawinan. Tetapi tidak jarang pula 
cekcok yang terjadi berkembang menjadi perselisihan yang terus menerus menjadi 
pertengkaran tajam ini, karena sifat oportunisme atau ego yang dimiliki masing-
masing pihak yang pada akhirnya menjadi penyebab keretakan dalam rumah tangga 
hingga berakhir dengan perceraian.  
Pandangan hukum Islam terhadap sifat oportunisme sangat relevan dengan 
penyebab terjadinya perceraian akibatnya dari segi moral dapat dinilai sebagai 
                                               
 77Abdu raoef, Al-Qur'an dan Ilmu Hukum (Jakarta: Yasrif, Watampone, 1970), h. 1. 
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perbuatan yang dapat merugikan pihak lain. Perbuatan ini yang dimurkai oleh Allah, 
walaupun adalah halal.  
Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama 
Bulukumba bahwa perkara perceraian merupakan perkara terbanyak dibanding 
perkara lainnya.  
Kasus perceraian merupakan kasus yang terbanyak dengan melihat frekuensi 
sebanyak 1186 perkara perceraian yang masuk dan telah diputus Tahun 2009. Yang 
terbagi atas (2) yakni:  
1. Cerai talak sebanyak 222 perkara 
2. Cerai gugat sebanyak 964 perkara  
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, perkara perceraian 
khususnya cerai gugat di Pengadilan Agama Bulukumba adalah perkara yang 
terbanyak.  
Keadaan di Pengadilan Agama Bulukumba Sulawesi Selatan dalam empat 
tahun terakhir dalam tahun 2006 sampai tahun 2009 sebanyak 1186 perkara 
perceraian, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.  
Tabel 1 





















 Jumlah 222 964 
 
Sumber data: Pengadilan Agama Bulukumba, Tahun 2006-2009 
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 Tabel di atas menunjukkan cerai gugat berada pada jumlah tertinggi 
dibanding dengan cerai talak, hal ini dibuktikan dengan frekuensi cerai gugat dalam 
4(empat) tahun terakhir ini, yang dicapai 964 perkara, sedangkan cerai talak dengan 
222 perkara, sehingga jumlah keseluruhan mencapai 1186 perkara.  
Pada tabel perkara perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba Hartini 
Ahada menanggapi bahwa:  
Jumlah perkara perceraian yang masuk di atas dominan yang  menggugat 
cerai adalah dari pihak istri dan dari jumlah perkara yang ditangani dan telah 
diputus, perbandingannya lebih tinggi cerai gugat atau 5 banding 1.78 
Berdasarkan tabel 1 perkara perceraian di atas menurut M. Fauzi Ardi,S.H 
M.H menyatakan bahwa:  
“Banyaknya kasus cerai gugat disebabkan karena istri sudah tidak diberikan 
nafkah oleh suami dengan sifat oportunisme atau egonya maka mereka 
berfikir dari pada menderita lebih baik cerai dan bila diberikan jodoh untuk 
kawin lagi dengan laki-laki lain yang dapat memberikan nafkah lebih baik. 
Lebih lanjut beliau mengatakan, penyebab utama cerai gugat adalah karena 
beberapa faktor yakni faktor tidak ada tanggung jawab maka timbul 
percekcokan antara suami isteri, kemudian adalah faktor kekerasan dalam 
rumah tangga. istri yang sering dianiaya oleh suami sehingga istri tidak 
merasa nyaman berada dekat dengan suami, dan kadang-kadang kurang atau 
tidak ada keharmonisan rumah dalam masalah atau gangguan pihak ketiga 
dalam rumah tangga”.79 
 
Dan menurut  Muhammad Hilmy  bahwa:  
“Dari beberapa kasus gugatan perceraian di Pengadilan Agama yang mereka 
tangani, pada umumnya alasannya karena krisis moneter yang dialami dan 
tindak kekerasan penganiayaan dari suami terhadap istri dengan sifat 
oportunisme atau egonya tersebut dimiliki ini banyak terjadi.80 
                                               
78Hartini Ahada, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, wawancara di Kantor Pengadilan 
Agama Bulukumbai, tanggal 9 Februari 2010.  
79M.Fauzi Ardi, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, wawancara di Kantor Pengadilan 
Agama Bulukumba Tanggal 11 Februari 2010  
 80Muhammad Hilmy, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, wawancara di Kantor 
Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 11 Februari 2010 
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Pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 
Kompilasi Hukum Islam menerangkan alasan-alasan yang dapat diajukan untuk 
melakukan perceraian, sedangkan alasan perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba 
didominasi oleh permasalahan-permasalahan tertentu yang menonjol sebagaimana 
dapat dilihat dalam tabel berikut:  
 
Tabel 2 











Tidak ada tanggung jawab 
Gangguan pihak ketiga 
Cacat biologis 









 Jumlah 1193 
         Sumber data: Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 10 Februari 2010  
Berdasarkan tabel di atas menurut Akhiru, S.H  bahwa:  
“Penyebab perceraian karena faktor gangguan pihak ketiga, tidak ada 
tanggung jawab dan tidak ada keharmonisan pada umumnya terjadi karena 
pasangan tersebut belum ada kedewasaan berpikir. Jadi ketika ada 
perselisihan yang timbul hanya menggunakan sifat oportunisme atau 
emosional dan ini banyak terjadi pada pasangan usia muda”.81 
 
                                               
81Akhiru, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, wawancara di Kantor Pengadilan Agama 
Bulukumba, tanggal 11 Februari 2010 
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Dari uraian sebelumnya perkara cerai gugat yang masuk di Pengadilan Agama 
Bulukumba dalam empat tahun terakhir ini (2006-2009) adalah 1186 perkara, dari 
frekuensi perkara cerai gugat tersebut, terdapat akumulasi cerai gugat yang antara 
satu dengan yang lainnya saling terkait, walaupun ada yang dominan sebagai pemicu 
alasan perceraian yang dominan dimuat dalam tabel secara keseluruhan mencapai 
1193 penyebab dari tahun 2006-2009.  
Relevansi dan penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama 
Bulukumba didominasi oleh pertengkaran atau tidak ada tanggung jawab yang 
mencapai angka 519 dari 1193 yang terdiri dari 6 prediksi faktor penyebab 
pertengkaran sebagai alasan perceraian yang paling banyak di Pengadilan Agama 
Bulukumba sebagai pertengkaran. Ini relevan dengan sifat oportunisme yang dimiliki 
menjadi pemicu sekaligus puncak dari akumulasi sebab-sebab yang lain, sehingga 
apapun pemicunya akan diakhiri dengan pertengkaran, walaupun pertengkaran 
tersebut hanya pertengkaran tersambung, seperti saling tidak menyapa, dan semakin 
menghilangnya pujian serta penghargaan yang diberikan kepada pasangan suami istri 
merupakan dukungan emosional yang sangat diperlukan dalam suatu perkawinan.  
Hal di atas tersebut mengakibatkan hubungan suami istri semakin jauh 
memburuk dan hilangnya komunikasi, terlebih lagi kedewasaan pasangan yang 
melakukan perkawinan masih muda dengan tingkat problematika yang sangat 
kompleks yang sangat berpengaruh pada kelangsungan perkawinannya karena 
kestabilan emosional jelas lebih bersifat egoisme atau oportunisme yang lebih 
menonjol dan bergejolak tidak jauh memandang ke depan, di antara mereka muncul 
perasaan-perasaan bahwa pasangannya, mencoba untuk mencari-cari kesalahan 
pasangannya dan lebih mengupayakan terjadinya konflik dari pada mencari jalan 
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keluar untuk kepentingan bersama, mencoba untuk mulai memaksakan kehendaknya 
sendiri dan perasaan-perasaan yang mutlak ini menumbuhkan rasa permusuhan dan 
kebencian di antara kedua belah pihak. 
Berikut ini kita dapat melihat cuplikan wawancara, alasan perceraian yang 
dilakukan oleh penggugat ibu Eti Iriani Binti Rosman umur 35 tahun terhadap 
suaminya A. Agus Bin Muh. Pahrin umur 31 tahun yang menikah tanggal 24 
September 1999. 
Saya tidak tahan lagi terus menerus bertengkar sama suamiku, hampir setiap 
hari. Kadang-kadang saya lari dari rumah hanya untuk menghindar, tapi kalau 
saya pulang ke rumah langsung dimarah-marahi. Pernah juga 3 kali dipukuli, 
memar seluruh badan saya, pokoknya dia itu kalau marah persis seperti setan 
makanya saya juga tidak mau dikalah, dia bisa marah saya juga bisa marah, 
tapi saya tahu kenapa dia begitu. Alasannya saja dia marah-marah karena dia 
punya pacar lain,dan dia banyak hutan karena membiayai pacarnya, tapi 
sebulan kemudian kita mulai lagi bertengkar pokoknya puncaknya suamiku 
pergi dari rumah selama 1 tahun, dia tinggalkan saya dan selama itu tidak 
pernah kirim uang, saya juga semenjak itu tidak peduli, habis juga kesabaran 
saya begitu terus, mending cerai, apalagi yang dipertahankan kalau juga tidak 
bisa kasih nafkah lahir batin”.82 
 
Kemudian penyebab dominan yang kedua yaitu tidak adanya tanggung jawab 
yang sangat berkaitan dengan dominan penyebab pertama, yaitu sebanyak 519 
penyebab perceraian, meninggalkan pasangan tanpa berita, membiarkan begitu saja 
dan berpaling pada pasangan lainnya yang merupakan bentuk dari 
ketidakbertanggungjawaban salah satu dengan pasangannya atau saling tidak ada rasa 
tanggung jawab berkeluarga yang akhirnya saling mengkhianati kami tidak lagi 
memberi nafkah lahir bathin.  
                                               
82 Eti Iriani, sebagai Penggugat, wawancara di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba, 
tanggal 10 Februari 2010. 
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Tidak adanya nafkah lahir maka kebutuhan ekonomi dimana beban dan 
tanggung jawab dalam keluarga tidak sederhana urusan pemenuhan kebutuhan 
konsumsi saja sebagaimana model gaya hidup generasi orang terdahulu tapi lebih 
kompleks yang dapat menghimpit pasangan suami istri apalagi yang usia masih muda 
dengan segala kebutuhan konsumsi ataupun di luar kebutuhan konsumsi yang justru 
lebih besar dari tingkat pendapatan ekonomi pasangan usia muda yang jelas hanya 
pendapatan yang relatif sedikit karena pada umumnya masih dalam taraf mencari 
kebutuhan ekonomi, belum mapan dalam taraf mencari kebutuhan ekonomi, sehingga 
kesulitan ekonomi membuat salah satu pihak minta bercerai, faktor ini banyak 
diawali dengan kesukaan salah satu pihak untuk berjudi dan mabuk-mabukan 
sehingga kesulitan ekonomi keluarga atau nafkahnya tidak diperhatikan dan sifat 
oportunisme atau ego yang dimiliki akhirnya terjadi pertengkaran karena yang 
menjadi faktor utama perceraian dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini 
yang menciptakan daya konsumsi semakin bertambah namun karena terbatasnya 
pendapatan ekonomi dan biasanya, istri menuntut lebih dan suami tak bisa memenuhi 
akhirnya terjadi pertengkaran atau bahkan karena meningkat tingkat ekonomi justru 
membuat salah satu pihak meningkatkan kualitas dan taraf selera gaya hidup mewah 
sehingga menciptakan konflik rumah tangga.  
Disini tampak jelas jika sifat oportunisme yang dimiliki oleh pasangan suami 
istri pada urutannya menimbulkan kerusakan moralitas. Sementara itu pelanggaran 
norma susila dan pelanggaran batas-batas norma agama, juga terjadinya karena 
masuknya orang ketiga dalam sebuah perkawinan, mencapai 64 perkara dari 6 
prediksi penyebab terjadinya perceraian yang masuk di Pengadilan Agama 
Bulukumba. Hal ini menyebabkan pasangan dalam perkawinan kurang mendapat 
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kesempatan untuk memelihara hubungan emosional suami istri. Akibatnya, suami 
yang lebih sering berada di luar rumah mencari pengganti pemenuhan kebutuhan di 
luar ikatan perkawinan yang sah. Keadaan demikian dapat mempermudah masuknya 
orang ketiga dari pihak suami sehingga hal yang demikian dapat menciptakan 
perselisihan yang terkadang berakhir dengan perceraian karena dari pihak istri yang 
tidak bisa menerima bila suaminya punya wanita lain.  
Seperti yang telah dikatakan oleh Moh Nasri,  bahwa:  
“Pasangan suami istri yang kurang mapan dalam hal ini ia tidak 
ketidakmampuan ekonomi bisa menimbulkan percekcokan dan bila setelah 
mapan ekonominya, terkadang juga terjadi cekcok yang dikarenakan suami 
mengaku punya uang dan bisa mendapatkan apa saja termasuk kepuasan 
biologis dari yang bukan  istri sahnya dengan membayar imbalan dari apa yang 
telah didapatkan”.83 
 
Penyebab lain terjadinya perceraian seperti cacat biologis menurunnya gairah 
karena keturunan ataupun masalah-masalah yang lain, seperti keamanan dalam rumah 
tangga, suami sering menganiaya istri, karena pertengkaran yang berlebihan dan 
emosi tidak terkontrol serta sifat oportunisme yang dimilikinya bisa-bisa suami kasar 
terhadap istrinya.  
Menurut penulis sangat menonjolnya pertengkaran dan sifat oportunisme atau 
ego yang dimilikinya atau yang lainnya sebagai alasan perceraian adalah karena tidak 
adanya kedewasaan antara pasangan sehingga permasalahan yang semestinya dapat 
diselesaikan dengan musyawarah tapi karena sifat oportunisme dan kurangnya 
kedewasaan, mudahnya usia dan pengalaman hidup sehingga berakhir dengan 
pertengkaran kemudian bercerai.  
                                               
83Moh.Nasri,Hakim Pengadilan Agama Bulukumba wawancara di Kantor Pengadilan Agama 
Bulukumba, tanggal 11 Februari 2010. 
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Kedewasaan pasangan yang bercerai di Pengadilan Agama Bulukumba dapat 
dilihat dari usia para pihak pada saat menikah yang mengajukan perkaranya di 
Pengadilan Agama Bulukumba sebagaimana dalam tabel ini.  
Tabel 3 
Perceraian yang terjadi dari segi umat pada saat perkawinan 
 
Di bawah 
 umur  
Usia muda  Usia dewasa  Tidak diketahui  
L  P L  P L  P L  P 
< 19 < 17  20-
25 
17-20 >25 > 20  - - 
- -  37 36 38 34 1 2 
0 73 252 3 
 
Sumber data: Hasil penelitian berkas perkara Pengadilan Agama Bulukumba 
2008-2009 
 Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 328 pihak yang telah  
menikah, terdapat 252 atau lebih dari separuh yang berperkara di Pengadilan Agama 
Bulukumba adalah mereka yang berusia dewasa. Hal tersebut berarti bahwa begitu 
banyak pasangan suami istri yang mengawali pernikahannya dengan disharmoni 
karena sifat oportunisme atau ego yang dimiliki pasangan tersebut. Sehingga kasus 
perceraian atau pasangan gagal membina rumah tangga di Pengadilan Bulukumba 
adalah pasangan usia dewasa yang mempunyai atau sangat berkemungkinan bercerai. 
Menurut penulis perkawinan usia dewasa ini gagal membina rumah tangga karena 
pada saat menikah meskipun usia mereka terbilang dewasa tetapi tidak memiliki 
kedewasaan untuk berumah tangga dengan baik, sebab pasangan suami istri tersebut 
selalu mengedepankan sifat oportunisme atau ego yang dimilikinya. Sehingga 
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perkawinan ini memberikan peranan yang cukup besar terhadap terjadinya 
perceraian. Padahal gagalnya rumah tangga tersebut menyisakan permasalahan sosial 
yang luar biasa besar terhadap struktur masyarakat kini dan mendatang, generasi yang 
keluarganya bercerai akan sangat menderita dan penuh ketidakpastian status, 
walaupun peraturan-peraturan telah demikian antisipatif terhadap perceraian, namun 
sampai saat ini hampir tak ada yang dapat menjamin kelayakan hidup anak-anak, 
mantan istri dan pihak-pihak lain yang tanpa perlindungan hukum dan hampir tanpa 
hak-hak asasinya terpenuhi sebagaimana yang pernah ada hubungan keluarga kerabat 
dan lain sebagainya.  
Dari hasil penelitian di atas dapat diketahui banyak perceraian di Pengadilan 
Agama Bulukumba dari tabel yang telah dibandingkan dengan cerai talak dalam hal 
ini yang paling dominan adalah cerai gugat yang mencapai 964 dari tahun 2006 
sampai 2009. Perceraian tersebut didominasi oleh pasangan usia dewasa yang 
mengedepankan sifat oportunisme atau egonya dan paling banyak menimbulkan 
pertengkaran dan kondisi tidak damai dalam kehidupan rumah tangga mereka. 
Disebabkan oleh ketidakdewasaan berpikir dalam menghadapi setia masalah dalam 
perkawinan sehingga sering kali menimbulkan percekcokan terlebih lagi adanya legal 
kultur atau budaya masyarakat yang membolehkan perkawinan di usia muda, di 
samping itu substansi hukum yang tidak optimal mengatur batas usia yang hanya 
membatasi usia perkawinan pada usia 17 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, 
sehingga perkawinan antara usia 17 sampai 20 tahun bagi wanita dan 19 sampai 25 
tahun sangat banyak sekali di Bulukumba dan berdampak pada tingginya tingkat 
perceraian di Pengadilan Agama Bulukumba yang mencapai 1186 perkara perceraian 
dari tahun 2006-2009. Menurut penulis dengan menambah batas usia minimal 
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perkawinan menjadi 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, seandainya hal itu 
terwujud harus pula diperhatikan legal strukturnya agar kedewasaan dan kedamaian 
dapat seoptimal mungkin terwujud dalam tiap keluarga masyarakat Indonesia, dengan 
demikian perkawinan di usia muda dan kedewasaan dapat diminimalisir agar pondasi 
generasi yang akan datang dapat diandalkan lagi bagi nusa dan bangsa serta agama, 
dan tidak menambah deretan tingginya tingkat perceraian (cerai gugat) di Pengadilan 
Agama Bulukumba. 
 
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Tingginya Kasus Cerai Gugat di 
Pengadilan Agama Bulukumba 
Jika memperhatikan keadaan masyarakat dewasa ini, semakin banyak 
kalangan wanita yang mengalami masalah-masalah yang dilematis dan sangat 
kompleks dalam kehidupan rumah tangganya dan ini tentunya secara psikologi akan 
sangat menekan bathin mereka. Hal demikian dibuktikan dengan semakin maraknya 
cerai gugat yang mencapai 964 perkara yang dicatat dan diutus di Pengadilan Agama 
Bulukumba. Perceraian ini tentunya dengan banyak pertimbangan yang harus 
dipikirkan dengan matang karena hal demikian bukan hanya menyangkut diri pribadi 
namun juga keluarga kedua belah pihak dan terlebih lagi terhadap anak-anak.  
Seorang istri yang memilih cerai dari suaminya, tentunya perceraian ini tidak 
saja membawa dampak terhadap kondisi kejiwaan namun dampak lain juga, ada pada 
pandangan masyarakat terhadap kedua belah pihak yang bercerai.  
Berikut ini di tampilkan tabel mengenai persepsi masyarakat terhadap 





















Jumlah 40 100 
 
Sumber data: Hasil  Angket Tahun 2009 di Bulukumba 
 
Dari tabel tersebut di atas tampak jelas bahwa, terdapat 3 kategori respons 
masyarakat Bulukumba terhadap perceraian tak kurang dari 20 respons (50%) 
masyarakat ”biasa-biasa saja 18 (45%) yang menyatakan “kurang baik” dan 
selebihnya, 2 (5%)  yang menilai perceraian dalam batas tertentu justru “baik”. 
Berikut wawancara oleh Rosdiana, Spdi. bahwa:  
“Jika terjadi percekcokan dalam rumah tangga, biasanya suami hanya janji akan 
berubah tapi percekcokan itu masih sering terulang, maka istri tidak mau pusing 
dan biasa-biasa saja memilih perceraian”.84 
 
Sedangkan 45 % jumlah responden yang berpendapat kurang baik cenderung 
dengan alasan, bahwa perceraian merupakan satu yang tabu dilakukan dan terlebih 
lagi perkawinan adalah sesuatu yang sakral sehingga sebisa mungkin dipertahankan. 
Bagi mereka, pasangan yang bercerai akan mendapat sorotan atau pandangan kurang 
baik di mata masyarakat karena tidak mampu bertanggung jawab dan membina 
rumah tangga yang baik.  
                                               
84Rosdiana, Pemuka masyarakat Bulukumba, wawancara tanggal 12 Februari 2010 
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Berikut cuplikan wawancara oleh Beddu Asing, S.Ag  bahwa:  
“Pada masa lalu bisa terjadi percekcokan antara suami istri, malah kami dari 
pihak keluarga ataupun teman bahkan juga para tetangga ikut menasehati 
mereka untuk selalu intropeksi diri masing-masing, dalam menjaga keutuhan 
perkawinan mereka, itu demi kebaikan masa depan anak, dan pada masa lalu 
kami menganggap perceraian adalah hal yang tabu dan bisa-bisa 
menyebabkan pasangan yang bercerai kehilangan lingkungannya di 
masyarakat”.85 
 
Kemudian dengan persentase 5% atau 2 responden sedikitnya masyarakat 
menganggap bahwa untuk apa mempertahankan perkawinan bila sudah tidak ada 
kecocokan lebih baik bercerai. Dia beranggapan bahwa pandangan masyarakat 
terhadap cerai gugat itu baik dan tidak akan berpengaruh dalam kehidupan 
bermasyarakat tetapi perceraian lebih dikondisikan terhadap pasangan suami istri 
yang terus menerus berselisih agar lebih tenteram dalam menjalani kehidupan dunia. 
Senada dengan wawancara oleh H. Mahmud bahwa: 
“Apabila tidak ada kecocokan dalam rumah tangga lebih baik bercerai agar 
lebih tentram dalam menjalani kehidupan dunia”.86 
 
Dari uraian tersebut di atas bahwa perceraian (cerai gugat) sendiri dilakukan 
atas dasar pertimbangan ketidakcocokan, dan memahami perceraian (cerai gugat) 
bukan lagi menjadi sesuatu hal memalukan dan harus dihindari masyarakat, tetapi 
memahami perceraian itu sebagai salah satu langkah untuk menyelesaikan kemelut 
keluarga yang terjadi antara pasangan suami istri. Menurut penulis, disebabkan dalam 
hal ini mulai ada toleransi yang umum terhadap perceraian dan mulai berubahnya 
nilai-nilai sosial dan norma pada masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, 
                                               
85Beddu Asing, Tokoh masyarakat Bulukumba, wawancara tanggal 12 Februari 2010 




sehingga stigma masyarakat terhadap perceraian atau cerai gugat menjadi umum. 
Berubahnya nilai dan norma mengenai perceraian atau cerai gugat ini dapat kita lihat 
melalui perdebatan yang muncul di media massa, buku cerita, film dan sinetron  yang 
menggambarkan perceraian sebagai salah satu jalan keluar dari kemelut kehidupan 
perkawinan, dan ini sudah merupakan takdir yang harus diterima. Dalam hal ini 
penulis berpendapat, agar dalam membina rumah tangga sedapat mungkin dibina 
dengan baik sebagaimana tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa kompilasi 
hukum Islam tersebut dengan miitsaqan ghaliza (ikatan yang kuat), bila hal ini 
terwujud, maka segala pandangan masyarakat atau pun semua persepsi negatif 
masyarakat dapat lebih dihindari.  
 
C. Peranan Hakim dalam Menekan Tingkat Cerai Gugat Di Pengadilan Agama 
Bulukumba 
Dalam usaha mewujudkan prinsip Negara hukum dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara, peran hakim sebagai profesinya, mandiri dan 
bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping sebagai lembaga 
peradilan dan instansi penegak hukum melalui upaya yang diberikan, menjalankan 
tugas demi keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari 
keadilan, termasuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak 
fundamental mereka di depan hukum. Hakim sebagai bagian dari unsur-unsur sistem 
peradilan yang merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan 
hak asasi manusia. 
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Pandangan hukum Islam sejalan dengan perkembangan masyarakat di bidang 
hukum, hakim sebagai pemberi nasehat kepada penggugat tersebut yang menghadapi 
masalah perceraian atau masalah hukum yang keberadaannya sangat dibutuhkan saat 
ini semakin penting seiring dengan tingginya atau meningkatnya cerai gugat di 
Pengadilan Agama Bulukumba dan berdasarkan hukum menyangkut 
kompleksitasnya masalah hukum, hakim merupakan profesi mulia, karena ia dapat 
menjadi mediator bagi para pihak pencari keadilan, baik yang berkaitan dengan 
perkara warisan maupun dalam hal menekan terjadinya atau maraknya tingkat cerai 
gugat. Ia juga menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan keadilan untuk 
memberikan nasehat dan perdamaian dalam hal masyarakat atau manusia menurut 
hak-hak bercerai di depan hukum. 
Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Muh.Arief Ridha, S.H. M.H  bahwa: 
“Untuk menekan terjadinya cerai gugat, dalam proses persidangan perceraian, 
itu diawali dengan upaya perdamaian dinasehati dan sebagainya agar 
maksudnya atau niatnya untuk bercerai diurungkan mengingat dampak 
perceraian yang ditimbulkan nantinya akan lebih buruk, yang bukan suami istri 
itu sendiri tetapi juga terhadap anak dan keluarganya, akan tetapi tidak ada 
kemungkinan untuk damai atau rukun, dan bila tujuan semula perkawinan tidak 
tercapai, maka pintu perceraian itu terbuka”.87 
 
Hakim dalam menjalankan tugasnya dan perannya memberikan nasehat 
kepada masyarakat atau seorang yang ingin bercerai atau sebagai pencari keadilan 
serta menegakkan hukum untuk memperoleh hak-haknya yang dirampas, perannya 
dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam Negara hukum. 
Keberadaan hakim dalam memberikan nasehat dan perdamaian para pihak 
yang menyelesaikan perkaranya di pengadilan agama Bulukumba sampai saat ini 
                                               
87 Muh.Arief Ridha, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, wawancara di Kantor Pengadilan 
Agama Bulukumba, tanggal 15 Februari 2010. 
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merupakan suatu hal yang menarik dalam penelitian dari aspek hukum Islam, kajian 
ini dilandasi dengan suatu karangan pemikiran bahwa penyelesaian perkara dengan 
adanya hakim, secara Islam ia merupakan kebutuhan masyarakat dalam mencari 
kebenaran dan menegakkan keadilan. 
Dengan demikian dapat dipahami bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh 
Pengadilan Agama Bulukumba dalam menyelesaikan perkara cerai gugat adalah 
mendamaikan kedua belah pihak yang hendak mencari yakni memberi pertimbangan 
agar maksud untuk mencerai diurungkan, hal ini praktis menjadikan seseorang atau 
pihak yang ingin bercerai merasa terbantu untuk menyadari apa yang diperbuat itu 
atau persoalan yang akan dihadapi tersebut. Adanya nasehat atau usaha perdamaian 
yang dilakukan oleh hakim dalam menekan maraknya cerai gugat di Pengadilan 
Agama Bulukumba, diharapkan dapat membantu para pihak dalam persidangan untuk 
mencabut gugatannya. 
Cara lain  untuk menekan maraknya perceraian (cerai gugat) menurut Muh. 
Rusydi Thahir, SH, MH. bahwa:  
“Selain upaya perdamaian secara maksimal juga dalam Undang-undang 
melarang adanya perkawinan di bawah umur, maksimal yang bisa yaitu pada 
laki-laki 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun, kecuali bila ada dispensasi 
dari pengadilan dengan pertimbangan fisik yang kelihatan matang dan sifat 
kedewasaan tapi biasanya orang tua yang cepat dinikahkan anaknya atau karena 
sebab lain misalnya akibat pergaulan bebas dan hamil di luar nikah, ini cepat 
dinikahkan”.88 
 
Asumsi penulis bahwa pasangan suami istri yang berusia muda, kesiapan 
mental jasmani dan rohani tidak seimbang dengan kebutuhan dan problema rumah 
tangga masa kini, dasar perkawinannya tidak pada pijakan tujuan mawaddah dan 
                                               
 88Muh Rusydi Thahir, Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, wawancara di Kantor 
Pengadilan Agama Bulukumba, tanggal 15 Februari 2010.  
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rahmah tapi hanya menurutkan emosional dan susah mengadakan penyesuaian sifat 
kedewasaannya sehingga perceraian tidak terelakkan lagi.  
Menurut St Mahdiana untuk menekan maraknya cerai gugat di Pengadilan 
Agama Bulukumba, maka:  
“Penyuluhan agama dan Departemen Agama diaktifkan dan pemerintah 
setempat memberikan kesadaran hukum pada masyarakat. Dalam memberikan 
nasehat perkawinan setidaknya meyakinkan kedua belah pihak untuk tetap 
mempertahankan rumah tangganya.89 
 
Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa peranan Pengadilan Agama 
Bulukumba dalam menekan dan menghadapi tingginya kasus cerai gugat itu, 
mengambil keputusan bukan hanya melalui kesepakatan hakim-hakim yang 
menangani tapi terlebih dahulu memberikan nasehat-nasehat hukum dan pandangan-
pandangan akan akibat yang ditimbulkan dari sifat oportunisme atau sifat egonya itu, 
sehingga perceraian dapat berkurang. Pada umumnya hakim mengajak kedua belah 
pihak untuk mempertimbangkan kembali dampak yang ditimbulkan akibat 
perceraian, dan memaksimalkan upaya perdamaian kepada kedua belah pihak serta 
memberikan solusi yang baik dari masalah yang dihadapi yang tidak bisa dipecahkan 
antara suami istri yang berperkara. 
 
D. Tinjauan hukum Islam Terhadap Tingginya Kasus Cerai gugat di Pengadilan 
Agama Bulukumba 
Tinjauan hukum Islam terhadap tingginya kasus cerai gugat di Pengadilan 
Agama Bulukumba. Menurut  hukum Islam perceraian  ini perbuatan yang dibenci 
Allah karena perbuatan ini tidak manusiawi karena dapat berdampak bagi kejiwaan 
                                               
89St. Mahdiana, Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, wawancara di Kantor Pengadilan 
Agama Bulukumba, tanggal 15 Februari 2010.  
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anak  dan perbuatan ini pula dinilai dapat merugikan para pihak. Namun apabila kita 
mengkaji lebih dalam lagi menurut hukum Islam perceraian  itu boleh dilakukan 
karena berbagai alasan misalnya tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, 
ekonomi, cacat biologis dan kekejaman jasmani. Jadi  hukum Islam memberikan 
solusi yang baik, kita dapat uraikan penyebab terjadinya perceraian misalnya tidak 
ada tanggung jawab, apabila suami sudah tidak ada tanggung jawab lagi sama istrinya  
misalnya suami bekerja di luar negeri selama bertahun-tahun tidak ada kabar  maka 
pihak istri dapat mengajukan cerai gugat begitupun dengan tidak adanya 
keharmonisan diantara keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus karena 
hilangnya rasa kasih sayang dan kepercayaan diantara keduanya sehingga tujuan dari 
perkawinan tidak lagi tercapai yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah 
mawaddah dan warahmah. Jadi menurut tinjauan hukum Islam perceraian bisa 
dilakukan terhadap suami istri apabila mempunyai faktor penyebab yang 
mendukungnya seperti yang dicontohkan di atas. Karena untuk apa rumah tangga 
dipertahankan apabila sudah tidak cocok lagi, daripada dipertahankan yang dapat 
mengakibatkan pertengkaran terus menerus. Karena tujuan dari perkawinan adalah 












KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perkara cerai gugat mencapai angka tertinggi dibanding dengan cerai talak di 
Pengadilan Agama Bulukumba. Perceraian ini dipengaruhi oleh sifat 
opurtunisme atau ego yang dimiliki oleh pasangan suami istri, yang pada  
urutannya menimbulkan sebab-sebab perceraian seperti; tidak ada tanggung 
jawab, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan, ekonomi, cacat biologis 
dan kekejaman jasmani. yang mencapai jumlah tak kurang dari 1193 dari tahun 
2006-2009 secara umum perceraian tersebut dilakukan oleh pasangan usia 
dewasa yang selalu mengedepankan sifat oportunisme atau egoisme, sehingga 
perkawinan tersebut berujung pada tingginya tingkat perceraian di Pengadilan 
Agama Bulukunba. 
2. Terjadi pro dan kontra terhadap penilaian masyarakat Bulukumba dalam 
menyikapi kasus perceraian (kasus cerai gugat) ini. Sebagian berpendapat  cerai 
gugat sebagai suatu hal yang tabu, sementara yang  lainnya memandang hal 
tersebut sebagai sesuatu yang lazim.  
Peranan Pengadilan Agama Bulukumba dalam menekan tingkat tingginya 
cerai gugat di daerah tersebut antara lain dalam persidangan terlebih dahulu para 
71 
 
hakim memberikan nasehat-nasehat, mengupayakan dan memaksimalkan 
perdamaian, memberikan pertimbangan serta solusi yang baik terhadap masalah 
yang dihadapi tersebut, agar mereka kembali utuh sebagaimana biasanya, guna 
tidak terjadinya perceraian di antara mereka. 
 
B. Saran 
Mengigat maraknya atau tingginya tingkat perceraian (cerai gugat) di 
Pengadilan Agama Bulukumba. 
1. Maka hendaknya semua pihak lebih mempertimbangkan kedewasaan pada saat 
melangsungkan perkawinan dan tidak mengedepankan sifat oportunisme atau 
egonya agar perkawinan tersebut tidak berakhir dengan perceraian. Untuk 
meminimalisir penyebab terjadinya perceraian karena alasan pertengkaran, calon 
mempelai harus mempersiapkan diri secara jasmani dan rohani, mematangkan 
kedewasaan masing-masing, satu jalannya dengan menunda perkawinan hingga 
usia dewasa dan memiliki sifat dewasa karena seseorang tersebut relatif lebih 
dapat mengendalikan emosi egonya. 
2. Sebaiknya  masyarakat sedapat mungkin membantu menasehati pasangan yang 
akan bercerai yang berada dilingkungan mereka untuk selalu intropeksi diri 
dalam menjaga keutuhan perkawinan dan berpegang pada tujuan perkawinan 
untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, kekal yang 
berdasarkan ketuhanan yang maha esa  demi kebaikan masa depan anak. Karena 
menurut hukum Islam perceraian itu dibenci oleh Allah. 
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Para hakim berkompeten khususnya hakim yang ada di Pengadilan Agama 
Bulukumba, hendaknya senantiasa memberikan nasehat atau perdamaian kepada 
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